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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD YAASIIN RAYA (B 121 12 121), dengan judul “Analisis 
Yuridis Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Mencalonkan 
diri Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang RI No.5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Dibimbing oleh Achmad 
Ruslan selaku pembimbing I dan Kasman Abdullah selaku Pembimbing 
II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
pengaturan hukum terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
mencalonkan diri sebagai pejabat negara berdasarkan Undang-Undang 
No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum ketentuan 
pengunduran diri Pegawai Aparatur Sipil Negara ketika mencalonkan diri 
sebagai Pejabat Negara.  
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi 
objek penelitian adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan, Badan Kepegawaian Negara Regional Kantor Regional IV 
Makassar dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan 
narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan 
topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan 
secara deskriprif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis 
terhadap data tersebut.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum 
terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai 
pejabat negara berdasarkan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) pegawai 
aparatur sipil negara harus memundurkan diri saat mencalonkan diri 
sebagai pejabat negara, dengan adanya putusan mahkamah konstitusi 
dengan perkara No. 41/PUU-XII/2014 maka pegawai aparatur sipil negara 
tidak lagi harus mengundurkan diri selamanya tetapi hanya 
mengundurkan diri sementara pada saat mencalonkan diri sebagai 
pejabat negara, sedangkan pasal 123 ayat (1) dan pasal 123 ayat (2) 
pegawai aparatur sipil negara yang diangkat menjadi pejabat negara 
diberentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status 
sebagai pegawai negeri sipil , kemudian implikasi hukum pegawai 
aparatur sipil negara ketika mencalonkan diri sebagai pejabat negara yaitu 
statusnya masih sebagai pegawai aparatur sipil negara tetapi tidak dapat 
menggunakan fasilitas instansi pemerintahan. 
Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat 
Negara 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk 
membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik secara materil, maupun 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan pembangunan 
nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu 
kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Pembangunan secara 
materil dalam hubungannya dengan sumber daya manusia, berarti 
pembangunan unsur-unsur diluar kejiwaan manusia seperti pembangunan 
ekonomi, teknologi, dan sarana-sarana fisik kehidupan, sedangkan 
pembangunan spiritual berarti pembangunan unsur-unsur kejiwaan 
manusia seperti pembangunan moral dan pembangunan pendidikan. 
Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan 
yuridis bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, 
sebagaimana termaktub pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
1945, yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan pasal tersebut, 
Negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah pekerjaan 
bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia untuk menjaga kelangsungan 
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hidupnya, maka perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu imbalan 
berupa materi, dan salah satu dari pekerjaan itu adalah dengan cara 
mengabdi pada Negara dengan menjadi Pegawai Negeri.  
Tujuan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur secara merata dan berkesinambungan baik secara materill 
maupun spiritual. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan 
keberadaaan Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, Unsur Aparatur 
Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan 
dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. 
Pendapat E.Utrecht bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri 
dari persekutuan orang (Gemeenschaap Van Merten) yang ada karena 
perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah.1 Berdasarkan 
pendapat tersebut dapat diketahui bahwa negara sebagai organisasi 
kekuasaan merupakan suatu badan yang berstatus hukum sebagai 
pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum).2 Negara akan mencapai 
tujuannya dengan menggunakan status badan hukum beserta hak dan 
kewajibannya tersebut.3 Hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh 
aparatur negara didistribusikan kepada jabatan-jabatan negara. Aparatur 
yang melaksanakan hak dan kewajiban negara yang disebut subyek 
hukum adalah pegawai negeri. Hubungan antara pegawai negeri dengan 
negara menimbulkan kaidah-kaidah dalam hukum kepegawaian. 
                                                          
1
 Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 10.  
2
 Ibid., 
3
 Ibid., 
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Kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan 
tergantung pada kesempurnaan dan kemampuan aparatur Negara, dalam 
hal ini adalah Pegawai Negeri. Kedudukan dan peranan pegawai dalam 
setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai 
Negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan 
pembangunan nasional. Peranan dari Pegawai Negeri seperti diistilahkan 
dalam dunia kemiliteran yang berbunyi “Not the gun, the man behind the 
gun” yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang 
menggunakan senjata itu.4 Senjata yang modern tidak mempunyai arti 
apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak 
melaksanakan kewajibannya dengan benar.5 
Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat 
yang dengan penuh kesetian dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan 
tugas pemerintahan dan pembangunan serta wajib menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas 
kenegaraan dan jabatan yang diemban Pegawai Negeri agar dapat 
berjalan dengan lancar, dan dapat menunjang kelancaran pembangunan 
Nasional, maka setiap Pegawai Negeri tersebut harus memiliki 
kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan tingkat disiplin yang tinggi 
pula. Hal tersebut tidak hanya kemampuan dalam bidang keterampilannya 
saja, akan tetapi harus didukung dengan tingkat kualitas diri secara total, 
                                                          
4
 Ibid., hlm. 12.  
5
 Ibid., 
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karena kualitas manusia itu ditentukan oleh KSA (Knowledge, Skill, and 
Attitude) atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental.6 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS 
Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, telah diberikan 
keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya, tentu disamping 
peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri disahkannya Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.7 Dibalik maksud baik 
pembuatan  Undang-Undang ini, yaitu untuk menjadikan PNS sebagai 
sosok yang berintegritas, profesional, netral, apolitis, bebas KKN, 
nasionalis, dan sebagainya. Ada terselip Pasal yang menurut  penulis  
telah membatasi hak seseorang PNS untuk berbuat lebih jauh lagi bagi 
negara ini. Hal tersebut menyebabkan keadilan profesi di Indonesia dalam 
mengaktualisasikan dirinya tidak setara dan diskriminasi. Terutama bagi 
profesi PNS yang berkurang haknya untuk memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan. Pasal tersebut adalah Pasal 119 dan 123 ayat 
(3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
yang intinya jika PNS mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki 
jabatan negara (Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota 
Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota 
dan wakil bupati/wakil walikota), mereka diwajibkan menyatakan 
                                                          
6
 F.X. Oerip S, Poerwopoespito, 2000, Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui 
Pengembangan Sikap Mental, Grasindo, Jakarta, hlm. 26. 
7
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai 
calon.  
Pegawai Negeri Sipil adalah profesi, maka PNS selaku warga 
negara berhak untuk mendapatkan  perlindungan profesi dari negara, dan 
ini dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yakni: 
1. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”, dan  
2. Pasal 28D Ayat(2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk 
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil layak 
hubungan kerja” 
Oleh karena itu,  sebagai sebuah profesi, maka segala hak dan kewajiban 
PNS haruslah sama, adil dan setara dengan segala macam jenis 
pekerjaan dan profesi yang ada di Indonesia. 
Namun akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) 
tersebut yang berbunyi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat 
pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi 
gubernur/wakil, walikota/wakil wajib menyatakan pengunduran diri secara 
tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, lalu pada Pasal 123 ayat 
(1) yang berbunyi “pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, 
wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi Ketua, wakil ketua, dan 
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anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota 
Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 
Menteri dan Jabatan setingkat Menteri, Kepala perwakilan Republik 
Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar 
Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan 
tidak kehilangan status sebagai PNS, dari bunyi pasal tersebut 
menimbulkan konsekuensi diskriminasi terhadap persamaan hak didepan 
hukum dan pemerintahan bagi PNS. Dimana PNS jika mencalonkan diri 
atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara (sebagaimana yang 
disebutkan diawal), mereka diwajibkan menyatakan pengunduran diri 
secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Namun dalam 
praktiknya pemberlakuan Undang-Undang ini kurang efektif, dan jelas 
terjadi diskriminasi.   
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi keberadaan profesi 
PNS, bagi PNS jika mereka mencalonkan diri atau dicalonkan untuk 
menduduki jabatan negara tersebut, mereka harus  mengundurkan diri 
sejak pencalonannya, disini sangat terlihat perlakuan yang tidak adil dan 
tidak sama perlakuannya dengan profesi lainnya. Hak asasi mereka untuk 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan diamputasi dan 
di diskriminasi, jika kita bandingkan dengan profesi lainnya, maka sangat 
terlihat dengan jelas betapa diskriminasi profesi sangat terlihat dililitkan 
pada profesi PNS. Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti  tertarik 
untuk mengkaji lebih jauh mengenai Undang - Undang Aparatur Sipil 
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Negara tersebut, dalam bentuk analisis yang peneliti tuangkan dalam 
bentuk skripsi dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEGAWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI 
PEJABAT NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO. 5 
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.    
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara ?  
2. Bagaimana Implikasi Hukum ketentuan pengunduran diri Pegawai 
Aparatur Sipil Negara ketika mencalonkan diri sebagai Pejabat 
Negara?  
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai 
Pejabat Negara. 
2. Untuk mengetahui dan memahami Implikasi Hukum ketentuan 
pengunduran diri Pegawai Aparatur Sipil Negara ketika 
mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara.  
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D. Kegunaan Penelitian  
1. Secara Teoritis  
Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan 
memperdalam ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan 
dengan hukum kepegawaian dalam mengkaji atau menganalisis 
mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama 
menyangkut permasalahan pengunduran diri dari Pegawai Negeri 
Sipil jika ingin menjadi pejabat negara.    
2. Secara Praktis:  
Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan 
masukan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang 
menetapkan Undang-undang RI No.5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara, dan menjadi bahan renungan bagi Pegawai 
Negeri Sipil agar senantiasa menaati dan mengamalkan aturan-
aturan yang berlaku. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Negara Hukum  
1. Pengertian Negara Hukum 
Gagasan negara hukum memiliki kaitan langsung dengan ilmu 
Hukum Administrasi Negara. Dalam perkembangannya konsepsi 
negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang 
secara umum dapat dilihat diantaranya:  
a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan 
rakyat;  
b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan 
perundang-undangan;  
c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga 
negara);  
d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;  
e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke 
controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga 
peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada 
di bawah pengaruh eksekutif;  
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f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat 
atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan 
pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah;  
g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin 
pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi 
kemakmuran warga negara.8  
Menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah 
negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga 
negaranya (M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988 : 153). Kemudian 
Sudargo Gautama berpendapat bahwa dalam suatu negara hukum, 
terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. 
Sehingga sebuah negara tidak maha kuasa dan tidak dapat bertindak 
sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya 
dibatasi oleh hukum. Sedangkan R. Djokosutono berpendapat bahwa 
negara hukum menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (Budiyanto, 
1999 : 50-51). Hukumlah yang berdaulat atas negara tersebut. 
Negara merupakan subjek hukum dalam arti Rechtstaat (badan 
hukum publik). Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa 
Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, 
Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, 
                                                          
8
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm 3 
11 
 
yaitu “rechtsstaat‟. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep 
negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan 
sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum 
yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat‟ itu mencakup empat elemen 
penting, yaitu: 
a. perlindungan hak asasi manusia; 
b. pembagian kekuasaan; 
c. pemerintahan berdasarkan undang-undang; 
d. peradilan tata usaha negara. 
A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 
Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, 
Menurut A.V. Dicey, the rule of law memiliki tiga unsur pokok berikut: 
a. Supremacy of the law, memiliki kedudukan yang paling tinggi 
(kedaulatan hukum), baik penguasa maupun rakyat harus tunduk 
pada hukum. 
b. Equality before the law, yaitu semua warga negara memiliki 
kedudukan yang sama dihadapan hukum. 
c. Constitution based on Human Rights, yaitu adanya jaminan hak-
hak asasi warga negara di dalam konstitusi (Budiyanto, 1999 : 52). 
Keempat prinsip “rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl 
tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip 
„Rule of Law‟ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri 
negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The 
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International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip negara hukum itu 
ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak 
(independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang 
makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. 
Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “The 
International Commission of Jurists” itu adalah: 
a. negara harus tunduk pada hukum; 
b. pemerintah menghormati hak-hak individu; 
c. peradilan yang bebas dan tidak memihak. 
Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara 
hukum klasik, dan negara hukum material atau negara hukum modern. 
Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil 
dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. 
Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiil yang lebih mutakhir 
mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang 
Friedman membedakan antara „rule of law‟ dalam arti formil yaitu dalam 
arti „organized public power‟, dan „rule of law‟ dalam arti materiel yaitu 
„the rule of just law‟. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan 
bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta 
akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang 
mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian 
hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum 
material. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti 
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peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara 
hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta 
belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping 
istilah „the rule of law‟ oleh Friedman juga dikembangikan istilah „the rule 
of just law‟ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „the 
rule of law‟ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada 
sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti 
sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap „the rule of law‟, 
pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam 
istilah „the rule of law‟ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang 
negara hukum di zaman sekarang (Jimly Asshiddiqie, 2004 : 2). 
2. Prinsip Negara Hukum 
a. Asas Legalitas  
Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus 
ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan 
umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan 
(terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-
wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. 
Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan 
dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal);  
b. Perlindungan Hak-hak Asasi;  
c. Pemerintah terikat pada hukum;  
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d. Monopoli paksaaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. 
Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. 
Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat 
instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa 
seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. 
Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas 
pemerintah;  
e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka.  
Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan 
hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, 
dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang 
berbeda.9 Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat dalam Rule 
of Law, yang berasal dari Dicey, mengemukakan adanya tiga elemen 
prinsip Negara hukum, yaitu:  
a. Absolute supremacy of law, sebagai lawan dari pengaruh 
kekuasaan sewenang-wenang dan mengesampingkan 
penguasa yang sewenang-wenang, prerogatif atau pun diskresi 
yang luas oleh pemerintah;  
b. Equality before the law, yaitu kesamaan bagi semua orang 
(kelas) dihadapan hukum yang dilaksanakan pemerintah 
atau pengadilan; dan  
                                                          
9
 Ibid., hal 9-10 
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c. Due process of law, yaitu segala tindakan Negara harus 
berdasar atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang 
tidak memiliki dasar hukumnya. 
Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya 
tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu 
meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: 10 
1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia 
yang  berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human 
dignity). 
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan 
menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. 
Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan 
prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama 
dalam masyarakat bersifat “predictable”. Asas-asas yang 
terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu 
adalah:  
a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;  
b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat 
peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya 
melakukan tindakan pemerintahan;  
                                                          
10
 Makalah Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia. 
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c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat 
undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan 
diumumkan secara layak;  
d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, 
rasional, adil dan manusiawi;  
e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena 
alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; 
f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin 
perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.  
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law)  
Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan 
orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang 
atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) 
adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan 
pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut 
perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.  
4. Asas Demokrasi 
Setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 
turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-
tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan 
melalui beberapa prinsip, yaitu:  
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a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu 
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
yang diselenggarakan secara berkala;  
b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai 
pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat. 
c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan 
yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 
keputusan politik dan mengontrol pemerintah;  
d. semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian 
rasional oleh semua pihak;  
e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan 
pendapat;  
f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;  
g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk 
memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.  
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan 
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini 
terkandung hal-hal sebagai berikut:  
a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;  
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b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang 
bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan 
perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;  
c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, 
memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). 
Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif 
dan efisien.  
Konsistensi penerapan prinsip Negara hukum dalam suatu Negara 
melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua Negara hukum 
modern. Teori tersebut mensyaratkan dalam segala tindakan dan 
kebijakan Negara harus menghormati prinsip-prinsip hukum dan undang-
undang yang berlaku. Konsep Demokrasi dan Negara Hukum, saat ini 
telah bekembang saling berkonvergensi. Keduanya memunculkan konsep 
Negara hukum yang demokratis dan Negara demokrasi yang berdasarkan 
hukum, atau secara sederhana disebut sebagai Negara demokrasi 
konstitusional.11 
B. Aparatur Sipil Negara. 
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara 
Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
                                                          
11
 Jenedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, (Jakarta:Konpress,2012)hlm 11 
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perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.12 Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.13 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah  
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.14 Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.15 
a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil  
Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materill 
mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan 
memberikan pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang 
mempunyai hubungan dinas dengan negara.16 Pegawai Negeri 
Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti 
                                                          
12
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
13
 Ibid., Pasal 1 angka 2 
14
 Ibid., Pasal 1 angka 3 
15
 Ibid., Pasal 1 angka 4 
16
 Muchsan, Op.Cit., hlm. 12. 
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“orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan 
sebagainya), sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, 
jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada 
Pemerintah atau Negara.17  
Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang 
dapat disebut Pegawai Negeri apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:  
a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;  
b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;  
c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri;  
d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Pengertian Pegawai Negeri, menurut Mahfud M.D dalam buku 
Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, terbagi dalam dua bagian yaitu 
pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian).  
1) Pengertian Stipulatif  
Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang 
diberikan oleh Undang-Undang) tentang Pegawai Negeri terdapat 
dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 43 
Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan 
dengan hubungan Pegawai Negeri dengan pemerintah, atau mengenai 
                                                          
17
 W,J,S Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 702. 
21 
 
kedudukan Pegawai Negeri. Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya 
berbunyi sebagai berikut 18:   
1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah, 
setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”.  
2. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan 
sebagai aparatur Negara, yang bertugas untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil 
dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan dan pembangunan.  
Pengertian stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-
peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua 
peraturan perundang- undangan, kecuali diberikan definisi lain.19 
2) Pengertian Ekstensif  
Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada 
beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Hal tersebut dalam hal tertentu 
                                                          
18
 Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 
hlm. 95. 
19
 Ibid., 
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dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, 
artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya 
berlaku pada hal-hal tertentu.20 Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam 
usaha swasta.21 
Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas 
maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum 
Kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format 
yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud 
pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem 
hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu 
berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.  
b. Jenis Pegawai Negeri Sipil  
Jenis Pegawai Negeri Sipil di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 
No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai 
Negeri dibagi menjadi:  
1. Pegawai Negeri Sipil,  
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan  
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
                                                          
20
 Ibid., hlm. 10. 
21
 Ibid., 
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Pasal 2 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa 
yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun 
dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 
Pegawai Negeri Sipil adalah, Pegawai Negeri yang bukan anggota 
Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik 
Indonesia. Berdasarkan penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil 
merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan Aparatur 
Negara. Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 
ayat (1) dibagi menjadi; Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai 
Negeri Sipil Daerah.22 Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. PNS tersebut bekerja pada Departemen, Lembaga 
Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, 
Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan 
Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas lainya.23 
Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan 
daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.24 
Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang 
dipekerjakan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi 
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yang menerima perbantuan. Pejabat yang berwenang sebagaimana 
disebutkan Pasal 2 ayat (1), dapat mengangkat pegawai tidak tetap. 
Pengertian pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk 
jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi, 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak 
tetap tidak diberikan kedudukan sebagai Pegawai Negeri. Penamaan 
pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai diluar PNS dan 
pegawai lainya. Penamaan pegawai tidak tetap merupakan salah satu 
bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai 
namun dibatasi oleh dana APBD/APBN dalam penggajiannya.25 
c. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil  
1. Konsep dan Tujuan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil  
a) Konsep Pembinaan Pegawai Negeri Sipil  
Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau 
pernyataan menjadi lebih baik, pembinaan menunjukkan adanya 
kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai 
kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu.26 
Pengertian di atas mengandung dua hal yaitu; pertama, bahwa 
pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses, atau 
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pernyataan dari suatu tujuan; kedua, pembinaan bisa 
menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pengertian lain 
dikemukakan oleh Rahardjo dkk, bahwa pembinaan dalam 
manajemen sumber daya manusia adalah upaya untuk menaikkan 
potensi dan kompetensi melalui pendidikan formal maupun 
informal, pembinaan menurut pengertian di atas, bertujuan untuk 
menggali potensi dan kompetensi pegawai.27 Potensi dan 
kompetensi pegawai perlu terus dibina agar dapat meningkatkan 
kualitas kerja. 
 Pembinaan adalah proses mengarahkan yang dilakukan 
oleh seorang manajer untuk melatih dan memberikan orientasi 
kepada seorang karyawan tentang realitas di tempat kerja, dan 
membantunya mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi 
optimal. Pembinaan erat kaitannya dengan kata membina, 
membimbing, yaitu proses pemberian dukungan oleh manajer untuk 
membantu seorang karyawan mengatasi masalah pribadi di tempat 
kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan organisasi yang 
berdampak pada prestasi kerja.28 Pembinaan pegawai dapat 
diartikan sebagai suatu kebijaksanaan agar perusahaan (organisasi) 
memiliki pegawai yang handal dan siap menghadapi tantangan. 
Kegiatan dalam pembinaan yang dilakukan antara lain pembentukan 
sikap mental yang loyal, peningkatan keterampilan dan kecakapan 
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melaksanakan tugas organisasi.29 Rencana pembinaan harus 
berkait dengan sistem penghargaan agar pegawai bersemangat 
untuk mengabdi dan setia kepada organisasi. 
Pembinaan diberikan batasan yang sempit, yaitu upaya untuk 
meningkatkan kecakapan dan keterampilan karyawan melalui 
pendidikan dan pelatihan. Istilah pembinaan dalam administrasi 
kepegawaian diberikan pengertian yang luas, meliputi berbagai 
unsur kegiatan seperti pengembangan karier, perpindahan, 
pendidikan dan latihan, sampai dengan kesejahteraan di luar gaji. 
Pembinaan dalam konteks pembahasan administrasi kepegawaian, 
pembinaan pegawai diartikan sebagai proses pembentukan sosok 
pegawai yang diinginkan organisasi.30 Kegiatan pembinaan tersebut 
meliputi pembentukan sikap dan mental yang loyal dan setia pada 
pemerintah dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
peningkatan keterampilan dan kecapakan melaksanakan tugas 
organisasi. Langkah tersulit dalam pembinaan adalah mengubah 
sikap mental dan meningkatkan kemampuan mereka yang 
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.31 
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Aparatur Negara dalam melaksanakan pembinaan, diperlukan 
adanya landasan hukum yang kuat dan memuat ketentuan yang 
tegas sebagaimana tertulis dalam buku Burhannudin yang berjudul 
Administrasi Kepegawaian antara lain :  
1. Pegawai Negeri Sipil: adalah unsur Aparatur Negara, Abdi 
Negara dan Abdi Masyarakat;  
2. Pegawai Negeri Sipil harus setia dan taat sepenuhnya 
terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara 
dan Pemerintah;  
3. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara 
terintegrasi, yaitu adanya ketentuan pembinaan yang sama 
terhadap segenap Pegawai Negeri Sipil,baik Pegawai Negeri 
Sipil pusat maupun Pegawai Negeri Sipil daerah;  
4. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil didasarkan 
atas sistim karier dan sistim prestasi kerja;  
5. Sistim penggajian yang mengarah pada penghargaan 
terhadap prestasi kerja dan besarnya tanggung jawab;  
6. Satuan organisasi Lembaga Pemerintah mempunyai jumlah 
dan kwalitas pegawai yang rasional berdasarkan jenis,sifat, 
dan beban kerja;  
28 
 
7. Tindakan korektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang nyata-
nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-norma 
hukum dan norma-norma kepegawaian;  
8. Pembinaan dan pengembangan jiwa korsa yang bulat untuk 
menjamin keutuhan dan kekompakan segenap Pegawai 
Negeri Sipil;  
9. Pengembangan sistim administrasi yang berdaya guna dan 
pengawasan yang berhasil guna. 32  
b. Tujuan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 
Pembinaan aparatur Negara yang diorientasikan kepada 
kemampuan, kesetiaan, pengabdian dan tanggung jawab pegawai 
negeri terhadap Negara dan bangsa, merupakan salah satu usaha 
untuk mengimbangi laju pembangunan dan menghadapi era 
globalisasi pasar bebas, Adapun yang menjadi tujuan dari 
pembinaan Pegawai Negeri adalah sebagai berikut:  
1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan 
berhasil guna;  
2. Meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk 
kegairahan kerja;  
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3. Diarahkan menuju terwujudnya komposisi pegawai, baik 
dalam jumlah maupun mutu yang memadai serasi dan 
harmonis;  
4. Terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila 
dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan terwujudnya aparatur yang bersih dan 
berwibawa;  
5. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi 
dan menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani maupun 
rohani secara adil dan merata;  
6. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan 
pemanfaatan pegawai secara teratur terpadu dan 
berimbang;  
7. Diarahkan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem 
karier dan sistem prestasi kerja. 33 
2. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara 
a. Kedudukan Aparatur Sipil Negara34 : 
1) Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara. 
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2) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh 
pimpinan instansi pemerintah. 
3) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua 
golongan dan partai politik. 
b. Hak Aparatur Sipil Negara  
Hak Pegawai Negeri Sipil, PNS berhak memperoleh35 : 
1) gaji, tunjangan, dan fasilitas 
2) cuti 
3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua 
4) perlindungan 
5) pengembangan kompetensi 
Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK berhak 
memperoleh36 : 
1) gaji dan tunjangan 
2) cuti 
3) perlindungan 
4) pengembangan kompetensi 
c. Kewajiban Pegawai ASN37 
Pegawai ASN wajib: 
                                                          
35
 Ibid., Pasal 21 
36
 Ibid., Pasal 22 
37
 Ibid., Pasal 23 
31 
 
1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 
2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat 
pemerintah yang berwenang; 
4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; 
6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, 
perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di 
dalam maupun di luar kedinasan; 
7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat 
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
3. Fungsi, Tugas dan Peran Aparatur Sipil Negara 
a. Pegawai ASN berfungsi sebagai:38  
1) pelaksana kebijakan publik;  
2) pelayan publik; dan 
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3) perekat dan pemersatu bangsa. 
b. Pegawai ASN bertugas:39 
1) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
2) memberikan pelayanan publik yang profesional dan 
berkualitas. 
3) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
c. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan 
pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan 
pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, 
serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.40 
4. Jabatan Aparatur Sipil Negara 
Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan 
Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.41 
a. Jabatan Administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan 
pengawas, dan jabatan pelaksana. Pejabat dalam jabatan 
administrator adalah pejabat yang bertanggung jawab memimpin 
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pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat dalam 
jabatan pengawas ialah pejabat yang bertanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 
pejabat pelaksana. Pejabat dalam jabatan pelaksana ialah 
pejabat  yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 
b. Jabatan Fungsional42; 
Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional 
keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional 
keahlian terdiri atas: 
1) ahli utama 
2) ahli madya 
3) ahli muda 
4) ahli pratama 
Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: 
1) Penyelia adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan 
keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk 
melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan 
jabatan fungsional keterampilan. 
2) Mahir adalah Pegawai ASN yang  diangkat berdasarkan  
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keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk 
melaksanakan fungsi utama dalam Jabatan Fungsional. 
3) Terampil adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan 
keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk 
melaksanakan fungsi lanjutan dalam jabatan fungsional 
keterampilan.  
4) Pemula adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan 
keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk 
pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar dalam jabatan 
fungsional keterampilan. 
c. Jabatan Pimpinan Tinggi 
Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:43 
1) Jabatan pimpinan tinggi utama meliputi kepala lembaga 
pemerintah nonkementerian. 
2) Jabatan pimpinan tinggi madya meliputi sekretaris jenderal 
kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, 
sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, 
sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, 
deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, 
staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala 
Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, 
Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris 
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daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.  
3) Jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi direktur, kepala 
biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris 
inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, 
inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah 
provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota,  kepala  
dinas/kepala  badan provinsi,   sekretaris   Dewan   
Perwakilan   Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. 
    Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap  
    Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: 
a. Kepeloporan dalam bidang: 
b. Keahlian profesional 
c. Analisis dan rekomendasi kebijakan, dan 
d. Kepemimpinan manajemen. 
e. Pengembangan kerja sama dengan instansi lain 
f. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan 
melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.44 
C. Jabatan 
1. Pengertian Jabatan  
Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” 
yang ditambah imbuhan –an, yang berdasarkan Kamus Besar 
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Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam 
pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan 
kedudukan”.45  
Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh 
Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah46:  
”...Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan 
untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan 
disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat 
pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”  
Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian 
dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam 
berfungsi dengan baik.47 Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai 
wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, 
yang disebut pemangku jabatan.48 Apakah pemangku jabatan 
berwenang mewakilkan jabatan kepada orang lain? Logemann 
menjawabnya bahwa “dalam hal ini perlu ditempatkan figura-subsitu 
(pengganti) yang diangkat untuk mewakili jabatan itu dengan 
sepenuhnya di bawah pimpinan pemangku jabatan”.49 Inilah yang 
menurut Logemann disebut dengan pemangku jamak. Karena ada 
pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu 
kelompok sebagai satu kesatuan.  
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Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah 
dikemukakan oleh Logemann berpendapat, bagian yang terbesar dari 
Hukum Negara (Staatsrecht) adalah peraturan-peraturan hukum yang 
menetapkan secara mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi 
negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu menangani:  
1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya.  
2. Penunjukan para pejabat.  
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada 
jabatan.  
4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum, yang terikat pada 
jabatan.  
5. Lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas mana tugas 
dan jabatan itu meliputinya.  
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama 
lain. 
7. Peralihan jabatan.  
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat.50  
Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara 
sebagai organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya 
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disebut Teori Jabatan.51 Sedangkan pengertian jabatan dirumuskan dalam 
frasa jabatan negeri, yang diartikan sebagai jabatan dalam bidang 
eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi 
negara, dan kepaniteraan pengadilan52 .  
Logemann menempatkan “jabatan” dari aspek negara sebagai 
organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan 
dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut 
sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan 
yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari 
fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan. 
Jabatan muncul sebagai pribadi (person) atau subjek hukum, yang 
dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan 
hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui “pejabat” atau 
“pemangku jabatan”. Dalam hal ini harus ada pemisahan mutlak antara 
pribadi pemangku jabatan selaku “pejabat” dan selaku manusia sebagai 
Prive. Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan 
dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut 
memberikan penjelasan, yaitu53 :  
                                                          
51
 Pudja Pramana KA, 2009, Ilmu Negara, hlm. 285 
52
 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
53
 Budi. 2013. Pengertian Jabatan. Diakses Melalui http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-
jabatan/pada tanggal 22 Desember 2013 Pukul 13.22 Wita 
39 
 
1.  Unsur atau elemen, ialah komponen yang terkecil suatu pekerja, 
misalnya memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat.  
2.  Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha 
pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja 
menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam kondisi jabatan 
tertentu.  
3.  Pekerjaan atau job, adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki 
persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada dalam satu 
unit organisasi. Jabatan atau occupation adalah sekumpulan 
pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai 
persamaan dan yang telah sesuai dengan kesatuan organisasi. 
Selanjutnya dikutip dari Utrecht dalam bukunya yang berjudul 
Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa54 
Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan 
dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum)”  
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
susunan sesuatu satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau 
dari sudut struktural yang menunjukan secara tegas kedudukan dalam 
rangkaian jabatan yang ada dalam organisasi, seperti Direktur, 
Sekertaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsi yang menunjukkan 
                                                          
54
 Utrecht, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke empat, Jakarta, 1957 
40 
 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi seperti juru 
ketik, peneliti, dan juru kesehatan.55 Pengadaan Jabatan adalah 
sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau 
berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta 
kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga 
sama meskipun tersebar di berbagai tempat.56 
2. Pengisian Jabatan 
 Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena 
mereka direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan 
fungsi yang ada dalam organisasi. Prinsip penempatan menurut A.W. 
Widjaja adalah the right man on the right place (penempatan orang 
yang tepat pada tempat yang tepat), Untuk dapat melaksanakan prinsip 
ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :  
1)   Adanya analisis tugas jabatan (job analisys) yang baik, suatu 
analisis yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-
sifat tugas yang dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-
syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki 
jabatan di dalam unit organisasi itu.  
2)   Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) 
dari masing-masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan 
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terus-menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat 
diketahui tentang sifat, kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan 
lain-lain dari masing-masing pegawai.57 
Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode 
pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan 
maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik 
dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah58.  
Pemilihan, dalam arti seleksi, berlangsung untuk pejabat mana pun 
dalam proses mendapatkan seseorang atau sekelompok orang yang 
dikehendaki untuk selanjutnya diproses sampai yang bersangkutan 
diberi tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu. Proses 
pemilihan itu berlangsung dengan beragam cara, sehingga hasil akhir 
pemilihan itu pun beragam pula kualitasnya. Ada pemilihan yang sangat 
pendek dan bahkan bersifat serta merta tanpa banyak pertimbangan-
pertimbangan. Pertimbangannya mungkin karena sudah kenal baik 
sejak lama, atau memang karena ada hubungan keluarga, sehingga 
terpaksa tutup mata walaupun terdapat kekurangan-kekurangan pada 
yang dipilih. Tiba di mata dikedipkan, tiba di perut dikempiskan, 
demikian kata pepatah lama. Pepatah yang kurang atau tidak 
mengindahkan objektivitas.  
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Ada proses pemilihan yang panjang dan bahkan dirasakan sangat 
berbelit-belit. Apakah proses yang demikian ini sudah menjamin 
kebenaran, keadilan, dan objektivitas sehingga diperoleh hasil yang 
bermutu tinggi? Ini pun belum tentu menghasilkan seperti yang 
disyaratkan itu. Seringkali panjangnya proses itu justru menutupi 
kekurangan-kekurangan dari proses, maupun yang diproses, sehingga 
tidak banyak orang yang mengetahui kelemahan proses itu.  
Namun tentu ada cara dan proses pemilihan yang lebih baik. 
Sebelum seseorang diangkat, diterapkanlah proses pemilihan terbuka 
dengan ukuran-ukuran atau standar pemilihan yang diketahui semua 
orang tentang kebenaran, keadilan, dan objektivitasnya. Pemilihan yang 
terbuka memungkinkan terbuka pula kesempatan seluas-luasnya untuk 
mempunyai jumlah calon yang cukup banyak untuk dipilih. Persaingan 
secara adil dan terbuka itu akan memberikan umpan balik yang lebih 
baik. Penggunaan ukuran dan standar yang teruji kebenaran dan 
objektivitasnya akan diterima semua pihak, karena penerapannya yang 
sama terhadap semua yang ikut dalam persaingan sehat itu. Artinya, 
tidak sedikitpun hal-hal yang disembunyikan yang menimbulkan 
kesangsian dan kecurigaan atas kebenaran hasil pemilihan.59  
Pemilihan itu akan lebih bermutu lagi hasilnya bilamana yang 
memilih itu tidak hanya satu orang. Sebab bagaimanapun, orang itu 
akan menyatakan bahwa pemilihan itu sudah berlaku adil dan seobjektif 
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mungkin, akan tetapi sukar sekali dihilangkan sifat subjektivitasnya 
sebagai manusia biasa. Yang Maha adil tentu hanya Tuhan, dan 
manusia bukan Tuhan. Adapula proses pengangkatan yang lebih tidak 
melalui proses pemilihan secara terbuka, melainkan hanya menjadi 
wewenang atau hak penuh dari pejabat tertentu untuk menentukan 
pejabat dalam suatu jabatan yang dikehendakinya.  
Ciri khas yang melekat pada lembaga pegawai negeri adalah 
hubungan dinas publik. Menurut Logemann, bilamana seseorang 
mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk 
melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan 
pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Berarti inti dari hubungan 
dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk 
tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu 
yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak 
(menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang 
telah ditentukan oleh pemerintah, sebaliknya pemerintah berhak 
mengangkat seseorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus 
adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan.60 
3. Ruang Lingkup dan Tanggungjawab Jabatan 
Pada dasarnya, ruang lingkup dan tanggung jawab jabatan dalam 
pemerintahan berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap orang, 
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yang merupakan pengejawantahan dari hak politik sebagai bagian dari 
hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. 
Demikian halnya Indonesia, yang mengatur hak tersebut secara mendasar 
dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang secara jelas mengamanatkan bahwa setiap warga 
negara memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta dalam 
pemerintahan.  
Hal ini mengindikasikan bahwa negara sepatutnya memberikan 
peluang yang setara kepada setiap warga negara untuk mengisi jabatan 
yang tersedia dalam pemerintahan, termasuk dalam jabatan struktural, 
yang diwujudkan melalui mekanisme pengisian jabatan yang mampu 
mewadahi peluang tersebut secara terbuka. 
Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
menyatakan bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan struktural harus 
berdasarkan prinsip profesionalisme.61 Pengangkatan dalam jabatan 
didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, 
pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat objektif lainnya.62 Untuk 
lebih menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan 
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kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar 
penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan.63 
Dalam birokrasi pemerintah juga dikenal jabatan karier, yakni 
jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. 
Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni Jabatan 
Fungsional dan Jabatan Struktural. 
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai 
Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna 
dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya 
atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.64 
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang 
tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan 
dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan 
fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian 
dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian adalah 
kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, 
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metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang 
bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan 
keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan 
jabatan fungsional keterampilan adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta 
dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang 
ditentukan. Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional 
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari 
pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya 
bertindak sebagai pembina jabatan fungsional . 
Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam 
struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari 
tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). 
Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, 
Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan 
struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala 
dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, 
sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah . Menurut pasal 8 Undang-
Undang No 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural 
lain maupun dengan jabatan fungsional. 
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D.  Pejabat Negara    
1. Pengertian Pejabat Negara  
C.F Strong mengartikan pemerintah dalam arti luas sebagai 
organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara 
yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan kata lain, 
negara dengan seluruh alat kelengkapannya merupakan pengertian 
pemerintahan dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian pemerintahan 
dalam arti yang sempit, hanya mengacu pada satu fungsi saja, yakni 
fungsi eksekutif. Berdasarkan pendapat Strong tersebut, maka pengertian 
pejabat negara akan merujuk pada pengertian pemerintahan dalam arti 
yang luas. Sedangkan pengertian pejabat pemerintahan akan mengacu 
pada pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, atau pejabat yang 
berada pada lingkungan pemerintahan saja, yakni cabang kekuasaan 
eksekutif.65 
Jawaban yang didasarkan pada pendapat Strong di atas tentu 
masih menyisakan pertanyaan. Misalnya, apakah Presiden sebagai 
lembaga eksekutif merupakan pejabat pemerintahan dan bukan pejabat 
negara, Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu untuk melihat 
                                                          
65
 C.F Strong. 1963. Modern Political Constitution. Diakses Melalui http://www.hukumonline.com 
/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan, pada tanggal 22 
Desember 2015 Pukul 13.22 Wita 
 
48 
 
fungsi dari lembaga-lembaga negara. Bagir Manan66 mengkategorikan 3 
(tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:  
1) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara 
langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti 
Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan 
Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut 
alat kelengkapan negara. 
2) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan 
tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini 
hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat 
ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut 
sebagai lembaga administratif. 
3) Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi 
untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini 
disebut sebagai auxiliary organ/agency. 
Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya 
berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara 
beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh 
pejabat Negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-
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pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. 
Sedangkan pejabat pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan 
kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif 
belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti 
menteri-menteri sebagai pembantu Presiden, beserta aparatur 
pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif. 
Khusus untuk kedudukan Presiden, dalam sistem pemerintahan 
presidensil, Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara 
sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kedudukannya sebagai kepala 
negara, fungsi-fungsi Presiden sebagai alat kelengkapan negara diatur 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 
NRI 1945”). Dalam kedudukannya sebagai kepala negara inilah Presiden 
dikategorikan sebagai pejabat negara. Namun, kedudukan Presiden 
sebagai kepala pemerintahan, berarti bahwa Presiden adalah 
penyelenggara kekuasaan eksekutif, baik penyelenggaraan yang bersifat 
umum maupun khusus. Berdasarkan fungsinya sebagai penyelenggara 
pemerintahan inilah Presiden juga dapat dikategorikan sebagai pejabat 
pemerintahan. Selain itu, perlu berhati-hati ketika berbicara mengenai 
pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan daerah, pejabat pemerintahan 
akan terdiri dari pejabat pemerintah/pejabat administrasi negara, dan 
anggota DPRD. Hal ini dikarenakan DPRD bukanlah badan legislatif. 
Pendapat ini merujuk pada ajaran Montesquieubahwa badan legislatif 
adalah badan yang membentuk undang-undang dalam arti formil (wet in 
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formele zin), sedangkan Peraturan Daerah (perda) sebagai produk hukum 
DPRD, meskipun termasuk peraturan perundang-undangan (wet in 
materiele zin) bukanlah undang-undang. Berdasarkan Pasal 122 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU 
ASN”) dinyatakan bahwa Kepala Daerah baik tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota dikategorikan sebagai pejabat negara. Penggolongan 
kepala daerah sebagai pejabat negara tidaklah tepat, mengingat 
kedudukan lembaga tersebut bukan sebagai alat kelengkapan negara dan 
tidak memiliki fungsi kenegaraan (bertindak untuk dan atas nama 
negara).67 
Berdasarkan Undang-Undang, Pejabat Negara  adalah: 
1) Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  
Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  
Kepegawaian  dan  peraturan  perundang- undangan  
lainnya.  Pasal  1  Angka  4  Undang-Undang  Nomor  8  
Tahun  1987 Tentang Protokol.    
2)  Pimpinan  dan  anggota  lembaga  tertinggi/tinggi  negara  
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  
1945  dan  Pejabat  Negara  lainnya yang  ditentukan  oleh  
undang-undang.  Pasal  1  Angka  4  Undang-Undang 
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Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.68    
3) Pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana 
dimaksud dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara  yang  secara  
tegas  ditentukan  dalam  undang-undang.  Berdasarkan 
Pasal  1  Angka  7  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2010  
Tentang Keprotokolan.   
2. Jenis Pejabat Negara  
Jenis-jenis Pejabat Negara meliputi Pimpinan dan anggota 
lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat 
Negara yang ditentukan oleh Undang-undang. Pejabat negara terdiri 
dari:   
a. Presiden dan Wakil Presiden.   
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.   
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan.   
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d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung 
pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan 
Hakim pada semua Badan Peradilan.   
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan 
Agung.   
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan.   
g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri.   
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh.   
i. Gubernur dan Wakil Gubernur.   
j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.   
k. Pejabat Negara laninya yang ditentukan oleh Undang- 
undang. 
Kemudian Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
121 Undang-Undang RI No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 
yaitu : 
a. Presiden dan Wakil Presiden. 
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b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. 
c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. 
e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada 
Mahkamah Agung serta, ketua, wakil ketua, dan hakim pada 
semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc. 
f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. 
g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan. 
h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial. 
i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 
j. Menteri dan jabatan setingkat menteri. 
k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh. 
l. Gubernur dan wakil gubernur. 
m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan 
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n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-
Undang.   
Seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, 
dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama 
menjadi Pejabat Negara Tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai 
Negeri ini adalah peraturan Perundang-undangan yang lama sedangkan 
pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  Tentang  Aparatur  Sipil  
Negara  harus  mengundurkan  diri  dari  Pegawai  Negeri.69 Pejabat 
pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan 
mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, 
dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri 
secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon .    
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metode Pendekatan 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. 
Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai 
pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang 
atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu 
yang terjadi dalam masyarakat.70  
Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan 
berdasarkan bahan baku utama, menelah hal yang bersifat teoritis yang 
menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan 
doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan 
menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan 
aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 
peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan 
perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat 
dengan penelitian. 
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan 
perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan 
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penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa 
responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai 
pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa : 
1. Data Primer adalah data yang bersumber dari wawancara kepada 
pihak–pihak yang menjadi objek penelitian yaitu pihak-pihak yang 
berwenang dalam pencalonan ASN dari PNS yang akan menjadi 
pejabat negara yaitu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV 
Makassar dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang memenuhi syarat untuk menjadi sumber wawancara. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
dengan cara mengutip, menelaah dan mencatat bahan-bahan 
peraturan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penulisan 
skripsi ini. Data ini berasal dari peraturan perundang-undangan, 
tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip 
serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam 
penulisan skripsi ini. 
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C. Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian 
ini ditempuh prosedur sebagai berikut:71 
1) Studi Kepustakaan (Library Research)  
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang 
dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan 
memahami berbagai literatur, peraturan perundang–undangan dan 
peraturan lainnya baik buku–buku literatur ilmu hukum serta 
tulisan–tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan 
penulisan skripsi ini.  
2) Studi Lapangan (Field Reasearce)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 
penelitian, yaitu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV 
Makassar dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
D. Pengolahan Data 
Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan 
data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
                                                          
71
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 176. 
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1) Identifikasi  
Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang 
berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Negeri 
Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara.  
2) Editing  
Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari 
keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu 
untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat 
dilakukan. 
3) Klasifikasi Data  
Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh secara 
sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.  
4) Sistematisasi Data  
Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur 
sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan 
yang benar dan tepat.  
5) Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data 
tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan 
suatu kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. 
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E. Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu 
mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta 
pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian 
menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan 
sistematis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Hukum Pencalonan Pejabat Negara 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas 
Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Mempunyai Tugas Pokok “Melaksanakan Penyusunan dan 
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kepegawaian daerah. 
Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung 
tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah 
daerah dibidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 
Daerah, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian berdasarkan 
asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, dalam 
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melaksanakan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah ini 
memiliki fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah 
yang meliputi perencanaan dan pengembangan karier, mutasi 
dan informasi kepegawaian, kinerjadan kesejahteraan 
pegawai, informasi dan pengendalian kepegawaian. 
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang 
kepegawaian daerah yang meliputi perencanaan dan 
pengembangan karier, mutasi dan informasi kepegawaian, 
kinerja dan kesejahteraan pegawai, informasi dan 
pengendalian kepegawaian. 
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang 
kepegawaian daerah yang meliputi perencanaan dan 
pengembangan karier, mutasi dan informasi kepegawaian, 
kinerja dan kesejahteraan pegawai, informasi dan 
pengendalian kepegawaian. 
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Penelitian ini terfokuskan pada bidang pembinaan, pemberhentian, 
data dan informasi kepegawaian membawahi, Sub Bidang Data dan 
Informasi Pegawai dan Sub Bidang Kinerja dan Disiplin Pegawaian di 
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Badan Kepegawain Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang ini 
mempunyai tugas yaitu: 
a. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai 
Sub Bidang Data Informasi pegawai dipimpin oleh seorang kepala 
Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 
pengumpulan, penyiapan, penyususnan, pengelolaan/analisis 
pemeliharaan dan pemuktahiran data informasi kepegawaian. Sub 
Bidang data Informasi Pegawai mempunyai Fungsi : 
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Data Informasi Pegawai 
2. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis bahan/data informasi 
Kepegawaian 
3. Pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan 
Sistem Informasi Kepegawaian. 
4. Pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui sistem 
informasi Kepegawaian. 
5. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara intern dan ekstern. 
6. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan. 
7. Penyusunan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
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8. Penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Data 
Informasi Pegawai. 
b. Sub Bidang Kinerja dan Disiplin Pegawai 
Sub Bidang kinerja dan Disiplin pegawai dipimpin oleh seorang 
Kepala sub bidang Kinerja dan disiplin pegawai yang mempunyai 
tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan serta pembinaan kinerja 
dan disiplin pegawai. Sub Bidang Kinerja dan Disiplin Pegawai 
mempunyai fungsi : 
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Buidang Kinerja dan Disiplin 
Pegawai 
2. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas kegiatan bawahan 
3. Penyiapan bahan analisis, pengelolaan administrasi hasil 
penilaian kinerja dan distribusi pegawai 
4. Penyiapan bahan analisis penyelesaian kedudukan hukum 
meliputi pengambilan sumpah/janji PNS sengketa hukum dan 
kasus-kasus kepegawaian 
5. Pelaksanaan sosial aturan juklak/juknis perundang-undangan 
bidang kepegawaian 
6. Penyiapan bahan analisis penyusunan daftar urut kepangkatan 
7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 
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8. Penyempurnaan paraf dan naskah dinas. 
b. Badan Kepegawaian Negara Regional IV Kota Makassar 
Badan Kepegawaian Negara Regional IV Kota Makassar 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.58 Tahun 2013 
Tentang Badan Kepegawaian Negara, dengan tugas yaitu 
melaksanakan tugas pemerintah dibidang managemen kepegawaian 
negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi 
Badan Kepegawaian Negara berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden 
Republik Indonesia No.58 Tahun 2013 Tentang Badan Kepegawaian 
Negara : 
1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen 
kepegawaian; 
2. Penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, 
serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; 
3. Penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan 
mantan Pejabat Negara; 
4. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian; 
5. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
manajemen kepegawaian; 
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6. Penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi 
Pegawai Negeri Sipil; 
7. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai 
Negeri Sipil; 
8. Penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian; 
9. Pelaksanaan bantuan hukum; 
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen 
kepegawaian; 
11. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada 
seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan 
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. 
c. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, 
dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU 
mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 
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1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan 
Umum; 
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang 
berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; membentuk Panitia 
Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan 
mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat 
pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 
disebut TPS; 
3. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk 
setiap daerah pemilihan; 
4. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah 
pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;mengumpulkan dan 
mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; 
5. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.   
2. Pengaturan Hukum Pencalonan Pejabat Negara   
Dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri 
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan 
Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam 
Kampanye Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
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Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.72 
                                                          
72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, wakil 
kepala daerah, dan pegawai negeri, yang akan menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengundurkan 
diri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, Pejabat Negara dalam menggunakan haknya untuk ikut serta dalam kampanye 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, wajib cuti 
menjamin keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai  Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4924) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
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Pasal 1 angka 1 dikatakan, Bahwa “Pejabat Negara adalah 
Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, 
gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil 
walikota”, Sedangkan angka 2 dikatakan, Bahwa “Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk 
provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan 
wakil walikota untuk kota”, angka 3 yang  berbunyi “Pegawai Negeri 
adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan 
Kepolisian Republik Indonesia”. 
Pasal 1 Angka 4 dikatakan, Bahwa “Cuti adalah tidak masuk 
kerja berdasarkan izin daripejabat yang berwenang dalam kampanye 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. Kampanye Pemilihan 
Umum yang selanjutnya disebut Kampanye Pemilu adalah Kampanye 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kampanye Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden. Kampanye Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
                                                                                                                                                               
Republik Indonesia Nomor 5246) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).   
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Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kampanye Pemilu 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah kegiatan peserta Pemilihan 
Umum untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, 
dan program peserta Pemilihan Umum. 
Pengunduran diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan 
Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah yang mengajukan diri menjadi bakal calon 
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota harus 
mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
Ayat (2) Pegawai Negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, 
DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota harus mengundurkan 
diri sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan Tata Cara Pengunduran diri 
diatur dalam Pasal 3 ayat (1), bahwa Pengunduran diri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan secara tertulis kepada pejabat 
yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir 
pengajuan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota. Ayat (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengajuan pengunduran diri 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 
“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat 
ditarik kembali setelah pengajuan pengunduran diri diterima dan 
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. 
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Menurut Kepala Sub Bidang Kinerja Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan73 bahwa ketentuan pengaturan 
adalah untuk menjadi pejabat negara harus dengan suatu kemantapan 
atau ketegasan yang bukan hanya untuk melakukan percobaan 
pencalonan pejabat negara, jika dikaitkan dengan hak konstitusinya 
atau hak seorang PNS tentu seorang PNS harus mengikuti seluruh 
Peraturan-peraturan yang berlaku artinya jika ternyata PNS tersebut 
telah mundur dari status PNS-nya dan tidak menjadi pejabat negara 
seperti yang di inginkan maka harus menerima konsekuensinya karena 
sudah merupakan ketentuan peraturan yang berlaku. 
Menurut Ketua KPUD Sulawesi Selatan74 terhadap calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari legislator dan 
pegawai negeri sipil. Ketua KPUD Sulawesi Selatan Muhammad Iqbal 
Latief mengatakan bahwa sampai awal bulan oktober belum menerima 
lampiran surat keputusan (SK) resmi pengunduran diri pejabat eksekutif 
maupun legislatif yang mencalonkan diri pada Pilkada serentak di 11 
kabupaten di sulawesi selatan. Walaupun telah disurati ke 11 KPUD 
kabupaten untuk segera melaporkan surat pemberhentian SK 
definitifnya bagi kandidat yang berstatus anggota dewan dan PNS, 
sedangkan batas akhir pelaporannya pada akhir bulan Oktober. Jika 
waktunya sudah berakhir namun legislator dan PNS belum 
                                                          
73
 Wawancara, Kepala Sub Bidang Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Selatan, 16 
November 2015 
74
 Wawancara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 19 November 
2015 
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menyerahkan SK pemberhentian definitif, kandidat tersebut bisa 
didiskualifikasi karena mereka tidak memenuhi syarat dalam 
pencalonan," jelasnya. 
Data pada KPUD Sulawesi Selatan, calon kepala daerah di 
Sulawesi Selatan yang berstatus Legislator dan PNS sebanyak 21 
orang. Dua diantaranya berstatus PNS Pemprov, tujuh PNS tingkat 
kabupaten, empat berstatus anggota DPRD Sulawesi Selatan dan 
delapan anggota DPRD tingkat kabupaten. Menurut Khaerul Mannan75 
batas akhir surat keputusan pengunduran diri dari para legislator DPRD 
yang maju sebagai kandidat pada pemilihan kepala daerah harus 
masuk pada akhir bulan oktober 2015.  
NO. DATA PNS dan LEGISLATOR YANG 
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA 
DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH 
DI PROVINSI SULSEL TAHUN 2015 
 
JUMLAH 
1. PNS Pemerintah Provinsi Sulsel 2 
2. PNS Kabupaten 7 
3. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4 
4. DPRD Kabupaten 8 
JUMLAH 21 
 
Khaerul76 mengatakan SK pengunduran diri harus dikeluarkan 
oleh gubernur jika awalnya berstatus sebagai legislator aktif. Begitu 
juga jika berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) harus 
                                                          
75
 Komisoner Divisi Hukum KPUD Sulawesi Selatan, Wawancara, 19 November 2015 
76
 Ibid., 
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mendapatkan SK pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri). "Waktunya kan cukup panjang sekitar tiga bulan. Semua 
kandidat dari jalur DPRD sudah memasukkan semuanya pengunduran 
dirinya, SK pemberhentian yang di tunggu. Lebih lanjut Khaerul77 
menyatakan, batas waktu tersebut sesuai dalam Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan. 
Bahwa SK diserahkan ke KPUD Provinsi Sulawesi Selatan paling 
lambat dua bulan sejak penetapan pasangan calon yakni pada akhir 
Bulan Agustus, bagi calon bupati dan calon wakil bupati yang berasal 
dari DPRD Kabupaten, Kota, hingga Provinsi  maka SK itu dikeluarkan 
oleh gubernur setempat. Sedangkan calon bupati dan wakil bupati yang 
berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) maka SK itu dikeluarkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 
Dalam panduan pelaksanaan administrasi kepegawaian 
pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan,78 yang dimaksud dengan 
pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian 
yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, 
pemberhentian dari jabatan Negeri adalah pemberhentian yang 
mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada satuan 
organisasi negara tetapi masih tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, 
pemberhentian PNS di bagi menurut jenisnya yaitu sebagai berikut : 
                                                          
77
 Ibid., 
78
 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2009 
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1. Pemberhentian atas permintaan sendiri; 
2. Pemberhentian karena telah mencapai batas usia pensiun; 
3. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani/rohani;   
4. Pemberhentian karena meninggalkan tugas; 
5. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/ tindak pidana 
penyelewengan; 
6. Pemberhentian karena penyederhanaan organisasi; 
7. Pemberhentian karena sebab-sebab lain; 
8. Pemberhentian karena dinyatakan hilang/meningal dunia. 
Peneliti hanya akan menjelaskan beberapa jenis pemberhentian PNS 
yang erat kaitannya dengan pencalonan pejabat negara, yaitu: 
1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri 
a. PNS yang meminta berhenti atau diberhentikan yang pada 
prinsipnya diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 
b. Permintaan berhenti dapat ditunda untuk paling lama 1 
(satu) Tahun apabila ada kepentingan yang mendesak. 
c. Permintaan berhenti dapat ditolak apabila PNS yang 
bersangkutan masih terikat pada ikatan dinas/keharusan 
bekerja pada pemerintah. 
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d. Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai 
PNS, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan 
peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. 
e. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 
berhak menerima pensiun Pegawai apabila pada saat 
pemberhentiannya telah mencapai sekurang-kurangnya 50 
(lima puluh) Tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) Tahun. 
f. Setiap pemberhentian PNS berlaku sejak akhir bulan 
pemberhentian yang bersangkutan. 
g. Usul pemberhentian atas permintaan sendiri diajukan 
kepada Bupati atau Walikota dan di teruskan ke Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan  Cq.  Kepala  Badan  
Kepegawaian  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan melalui 
unit kerja masing-masing dan dibuat dengan rangkap 2 (dua) 
dengan penjelasan: Pemberhentian PNS golongan III/d 
kebawah surat Keputusannya ditetapkan Kepala Daerah di 
daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Pemberhentian PNS 
Golongan IV/a dan IV/b Surat Keputusannya ditetapkan 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; Pemberhentian PNS 
Golongan IV/c keatas surat Keputusannya ditetapkan 
Presiden. 
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2. Pemberhentian karena Menjadi Anggota Partai Politik. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik: 
a. PNS dilarang menjadi anggota dan pengurus Partai Politik. 
b. PNS yang menjadi anggota dan pengurus Partai Politik 
diberhentikan sebagai PNS.   
c. PNS yang menjadi anggota dan pengurus Partai Politik wajib 
mengundurkan diri sebagai PNS.   
d. PNS yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat 
sebagai PNS.  
e. Pemberhentian yang berlaku mulai akhir bulan mengajukan 
pengunduran diri. 
Pengajuan pemberhentian dengan hormat dan pemberian pensiun 
serta Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS yang mencapai batas 
Usia Pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
adalah sebagai berikut: 
1. Pada tahap awal, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan membuat daftar Nominatif PNS yang 
akan memasuki Batas Usia pensiun setiap tahunnya. 
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2. Daftar PNS yang akan memasuki batas usia pensiun tersebut 
disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah 
daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Kepala satuan kerja masing-masing unit kerja meneliti daftar PNS 
dimaksud, bila terjadi agar segera mengusulkan pemberhentian 
dengan hormat dengan hak pensiun serta kenaikkan pangkat 
pengabdian bagi PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, selambat-lambatnya 
6 (enam) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai Batas Usia 
Pensiun, Kepada Daerah di daerah  Provinsi Sulawesi Selatan 
melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota dan di 
teruskan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan, dengan melampirkan persyaratan dalam rangkap 2 (dua) 
dan apabila terdapat perbedaan data PNS yang bersangkutan agar 
segera menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan meneliti 
usul dari masing-masing unit kerja PNS yang bersangkutan. 
5. Apabila telah memenuhi persyaratan, usulan pensiun akan diajukan 
ke Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Provinsi 
Sulawesi Selatan, untuk dapat diterbitkan Keputusan 
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Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, dengan hak pensiun 
bagi pensiun dengan pangkat/golongan Pembinaan IV/a kebawah. 
6. Bagi PNS yang berpangkat Pembina Tk. I IV/b, pembina Utama 
Muda (IV/c), usulan pensiun ditunjukan kepada presiden dan 
tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian 
Negara. 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah.79 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.80 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.81 
                                                          
79
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
80
 Ibid., Pasal 1 angka 2 
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 Ibid., Pasal 1 angka 3 
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Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.82 Manajemen 
Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk 
menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki 
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme.83 
Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi PNS dan PPPK , yang 
diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada naskah akademik 
rancangan undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara yang 
dipersiapkan untuk mengganti undang-undang pokok-pokok kepegawaian 
diganti dengan istilah Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur 
Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap 
pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang secara kompetitif 
berdasarkan asas merit, dan diserahi tugas untuk melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan dan tugas pembangunan negara, professional, 
memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih 
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 Ibid., Pasal 1 angka 4 
83
 Ibid., Pasal 1 angka 5  
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dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta digaji berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.84 
Penulisan ini lebih mendalami tentang pembahasan PNS. Secara 
teoritis PNS terikat oleh hubungan dinas publik dengan negara. Adapun 
yang dimaksud hubungan dinas publik menurut Logeman adalah bilamana 
seorang mengikatkan dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah 
untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan itu di hargai 
dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain.85 
Inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai 
yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dan  pemberhentian 
dalam beberapa macam jabatan yang berakibat bahwa pegawai yang 
bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya 
dan pemberhentiannya dalam satu jabatan yang telah di tentukan oleh 
pemerintah. Sehingga yang terpenting dari hubungan dinas publik adalah 
kewajiban dari pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada 
pengangkatan dan pemberhentian oleh pemerintah dalam satu atau 
beberapa macam jabatan tertentu.86 
Sejalan dengan itu PNS berkewajiban memberikan contoh yang 
baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. Di dalam melaksankan peraturan perundang-
                                                          
84
 Undang-Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
85
 S.f Marbun dan M. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta; 1987, 
hlm 98-99 
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 Ibid., 
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undangan, pada umumnya kepada pegawai negeri diberikan tugas 
kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada pokoknya pemberian 
tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang 
berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya. 
Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Kepala Daerah baik 
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikategorikan sebagai pejabat 
negara. Penggolongan kepala daerah sebagai pejabat negara tidaklah 
tepat, mengingat kedudukan lembaga tersebut bukan sebagai alat 
kelengkapan negara dan tidak memiliki fungsi kenegaraan (bertindak 
untuk dan atas nama negara). Pemerintahan daerah hanyalah satuan 
desentralisasi yang hanya memiliki fungsi administratif. Meskipun begitu, 
bahwa satuan desentralisasi merupakan sendi kenegaraan. Selain itu, 
pengaturan mengenai pejabat Negara pada Undang-Undang No.5 Tahun 
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merupakan pengaturan yang 
berlebihan, mengingat pengaturan mengenai pejabat negara seharusnya 
tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan 
undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan lembaga Negara.87  
Pengertian jabatan dan pejabat sebagaimana yang tergambar 
dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 
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 Bagir Manan, Menegakan Hukum Suatu pencarian, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009; 
hlm 92. 
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Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil 
Negara terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK). Lebih jelas, ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 
No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut: 
“Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas: 
a. PNS; dan  
b. PPPK.” 
Selain itu, Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara juga menggolongkan jenis-jenis pejabat, diantaranya adalah 
pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan 
pejabat Pembina kepegawaian Pasal 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara Untuk jabatan administrasi, Undang-
Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara memberikan tiga 
macam sub jabatan, yakni jabatan administrator, jabatan pengawas, dan 
jabatan pelaksana Pasal 14 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 15 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan 
pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Artinya, pasal 
tersebut menyatakan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara pada tingkat 
pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh 
pegawai Aparatur Sipil Negara, baik yang berstatus sebagai PNS maupun 
PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik. 
Majunya Kepala Daerah menjadi Calon Presiden/Calon Wakil 
Presiden telah menjadi pembahasan disemua kalangan, baik ditingkat 
elite maupun ditingkat masyarakat. Perdebatan lebih banyak melihat dari 
sisi Etika Politik maupun secara sosiologis. Jika kita melihat Undang-
Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, Pasal 6 mengatakan bahwa pejabat negara yang dicalonkan 
sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan 
diri dari jabatannya. Sementara dalam Pasal 7 mengatakan bahwa Kepala 
Daerah yang dicalonkan Partai Politik tidak perlu mengundurkan diri dari 
jabatannya, namun meminta untuk di nonaktifkan sementara oleh 
Presiden (cuti), yang pengaturannya diatur pada Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah No. 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara 
Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil , dalam melaksanakan salah satu fungsi 
manajemen kepegawaian dan dalam meningkatkan hubungan antara 
Pemerintah dengan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta 
untuk mendorong peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur 
perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai 
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wewenang pengangkatan, pemindahan pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa 
“Presiden menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan 
fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan dan 
pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, pemberhentian 
sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki 
jabatan struktural eselon I dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi”. 
Kemudian pada pasal Pasal 19 ayat (1) Yang berbunyi “Pejabat Pembina 
Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan 
negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya yang menduduki 
jabatan struktural eselon II kebawah atau jabatan fungsional yang 
jenjangnya setingkat dengan itu. Ayat (2) Pejabat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau 
memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk 
memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil 
Pusat yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan 
fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur 
kewajiban PNS : 
a. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 
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b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 
c. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 
d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada 
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung 
jawab; 
f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan 
martabat PNS; 
g. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan 
sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 
h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau 
menurut perintah harus dirahasiakan; 
i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat 
untukkepentingan negara; 
j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau 
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang 
keamanan, keuangan, dan materiil; 
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k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 
m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 
dengan sebaik- baiknya; 
n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 
mengembangkan karier; dan 
q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang. 
Larangan bagi pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 
PNS dilarang: 
a. Menyalahgunakan wewenang; 
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi 
dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan 
orang lain; 
c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk 
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 
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d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau 
lembaga swadaya masyarakat asing; 
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, 
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak 
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara 
tidak sah; 
f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman 
sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar 
lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan 
pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung 
atau tidak langsung merugikan negara; 
g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada 
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan 
dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 
h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari 
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 
pekerjaannya; 
i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu 
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah 
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satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian 
bagi yang dilayani; 
k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
cara: Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; Menjadi 
peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau 
atribut PNS; Sebagai peserta kampanye dengan 
mengerahkan PNS lain; dan/atau Sebagai peserta 
kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 
m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil   
Presiden dengan cara: Membuat keputusan dan/atau 
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 
Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 
barang kepada pns dalam lingkungan unit kerjanya, anggota 
keluarga, dan masyarakat; 
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n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan 
Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan 
Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang- undangan; 
dan 
o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil  
Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan 
kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan 
jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan 
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan 
salah satu pasangan calon selama masa kampanye; 
dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi 
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, 
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 
Menurut Mahkamah Konstitusi,88 Dalam Perkara No. 41/PUU-
XII/2014 Tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
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2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh delapan 
orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian,” apabila syarat pengunduran diri PNS dimaknai 
seperti yang tertulis dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) 
UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka seorang PNS 
akan segera kehilangan statusnya sebagai PNS begitu Ia mendaftar 
sebagai pejabat negara yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui 
pemilihan. Pemaknaan atau penafsiran demikian memang telah memberi 
kepastian hukum namun mengabaikan aspek keadilan. Sebab, terdapat 
ketentuan Undang-Undang yang mengatur substansi serupa namun 
memuat persyaratan atau perlakuan yang tidak setara meskipun hal itu 
diatur dalam undang-undang yang berbeda, dalam hal ini Undang-Undang 
Pilkada. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam UU Pilkada 
juga terdapat ketentuan yang mempersyaratkan PNS mengundurkan diri 
sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, 
sementara bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD hanya 
dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hal itu 
diatur dalam Pasal 7 huruf s dan huruf t UU Pilkada. 
Mahkamah Konstitutsi menilai demi memenuhi tuntutan kepastian 
hukum yang adil, maka pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada 
saat mendaftar, melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan 
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secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan. “Tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan 
bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara 
tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil 
Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.89 Sedangkan 
Pengaturan Hukum Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi 
ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, 
dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan 
anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Kepala perwakilan 
Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta 
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari 
jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil. 
B. Implikasi Hukum Ketentuan Pengunduran Diri Pegawai Aparatur 
Sipil Negara ketika mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara 
Implikasi hukum merupakan akibat hukum yang akan terjadi 
berdasarkan suatu peristiwa hukum tertentu. Hal ini memberikan 
makna bahwa dalam implikasi hukum terkandung unsur hubungan 
hukum antar person, peristiwa hukum dan akibat hukum. Terkait 
                                                          
89
 Ibid., 
91 
 
dengan hal tersebut, penulisan ini membahas mengenai implikasi 
hukum Ketentuan Pengunduran Diri Pegawai Aparatur Sipil Negara 
ketikan mencalonkan diri sebagai pejabat negara. 
Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan 
untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan 
yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan 
tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh 
sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.90 Lebih jelas lagi bahwa 
akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap 
obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena 
kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah 
ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.91 
Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban 
bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Jelaslah bahwa 
perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum 
menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berujud: 
a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. 
b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan 
hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak 
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dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan 
kewajiban pihak yang lain. 
c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan 
hukum. 
d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian 
darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau 
dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan 
yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang 
menurut hukum.92 
Di bawah ini dijelaskan beberapa implikasi hukum pengunduran diri 
pegawai aparatur sipil negara ketika mencalonkan diri sebagai pejabat 
negara. Pertama, terdapatnya aturan yang menimbulkan celah hukum 
sehingga dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi 
pejabat negera. Hal ini disebabkan oleh aturan yang berlaku kurang 
tegas (limitatif), sehingga menimbulkan kerancuan atau pertentangan. 
Sebagai contoh pada Pasal 88 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan gambaran bahwa 
Pegawai Negeri Sipil diberentikan sementara, apabila diangkat menjadi 
pejabat negara sedangkan pada pasal 123 ayat (3) menyatakan, bahwa 
pegawai Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Negeri Sipil yang 
mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden; 
ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil 
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ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil 
Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib 
menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai pegawai negeri sipil 
sejak mendaftar sebagai calon. Hal tersebut juga membuat adanya 
Implikasi Hukum pembatasan peran serta pegawai aparatur sipil negara 
dalam proses pemilihan umum di Indonesia sebagai calon pejabat 
negara. 
Kemudian akibat hukum yang diterima oleh Pegawai Aparatur Sipil 
Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dan pasal 123 bahwa 
pegawai Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Negeri Sipil yang 
mencalonkan diri sebagai pejabat negara seperti pejabat pimpinan tinggi 
madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri 
menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil 
bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis 
dari PNS sejak mendaftar sebagai calon sedangkan jika pegawai Aparatur 
Sipil Negara dari Pegawai Negeri Sipil yang di angkat menjadi ketua, wakil 
ketua, dan anggota Mahkamah konstitusi, ketua, wakil ketua dan anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota komisi 
yudisial; ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan 
jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar 
Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh diberhentikan sementara jabatannya dan jika tidak menjabat lagi 
sebagai pejabat negara maka diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri 
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sipil. Dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pegawai negeri wajib 
mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh 
pengabdian kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil adalah 
pelaksana peraturan perundang-undangan, sebab itu seorang Pegawai 
Negeri Sipil wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan 
ditaati dalam melaksanakan tugas kedinasannya. 
Sejalan dengan itu keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi 
terhadap Perkara No. 41/PUU-XII/2014 Tentang Perihal Pengujian Pasal 
119 dan Pasal 123 (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia yang diajukan oleh delapan orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
dengan Pertimbangan Hukum yaitu Mengabulkan sebagian permohonan 
para Pemohon, dengan menilai demi memenuhi tuntutan kepastian hukum 
yang adil, maka pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat 
mendaftar sebagai calon pejabat negara, melainkan pada saat Pegawai 
Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh 
penyelenggara pemilihan. Dengan ini, maka Akibat Hukum dari putusan 
Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3),  
Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak lagi harus mengundurkan diri 
selamanya tetapi hanya mengundurkan diri sementara pada saat 
mencalonkan diri sebagai pejabat negara karena sudah tidak memiliki lagi 
kekuatan hukum tetap. Kemudian Akibat Hukum Selama Pegawai 
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Aparatur Sipil Negara mencalonkan diri Sebagai Pejabat Negara tidak 
bisa menggunakan fasilitas Instansi Pemerintahan dan hak nya masih 
sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, kemudian setelah Pegawai 
Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebagai Calon Pejabat Negara oleh 
penyelenggara pemilihan maka dengan itu Pegawai Aparatur Sipil Negara 
harus memundurkan diri selamanya.   
Pegawai Aparatur Sipil Negara berkewajiban memberikan contoh 
yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksankan peraturan 
perundang-undangan, pada umumnya pegawai aparatur sipil negara 
diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada 
pokoknya pemberian tugas kedinasan itu merupakan kepercayaan dari 
atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena sudah menjadi konsekuensi 
seorang Pegawai Apatur Sipil tersebut untuk mengundurkan diri dari 
status PNS-Nya jika Mencalonkan diri sebagai pejabat negara atau kepala 
daerah. 
Dalam Pasal 7 Huruf T93 yang berbunyi “Warga Negara Indonesia 
yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota wajib 
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mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak 
mendaftarkan diri sebagai calon”. Pada pasal 53 angka 3 yang berbunyi 
“Pasangan Calon Perseorang dilarang mengundurkan diri terhitung sejak 
ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi94 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota95, kemudian pada 
angka 4 yang berbunyi Dalam hal pasangan calon perseorangan 
mengundurkan diri dari pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Pasangan Calon 
Bupati dan Calon Wakil Bupati Serta Pasangan Calon Walikota dan Calon 
Wakil Walikota setelah di tetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, pasangan 
calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk pasangan Calon 
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah) untuk pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 
pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. 
Menurut Abdul Rauf Malagani sebagai salah satu Calon Wakil 
Bupati Kabupaten Gowa96 mengenai pengunduran dirinya sebagai 
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pegawai negeri sipil saat mendaftar sebagai calon Wakil Bupati 
Kabupaten Gowa, menyatakan bahwa sudah memundurkan diri sejak di 
tetapkan sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Gowa oleh Komisi 
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa, Namun SK Pemberentiannya 
sebagai pegawai negeri sipil belum dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang. Lebih lanjut Rauf97 Menyatakan bahwa peraturan tetaplah 
peraturan yang harus di taati oleh warga negara, dimana saat dirinya 
mencalonkan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gowa yang merupakan 
bagian dari pejabat negara dan telah diatur dalam Undang-Undang No.5 
Tahun Tahun 2014, artinya sebagai warga negara dan sebagai pegawai 
negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gowa 
maka saya wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai 
pegawai negeri sipil serta harus menerima segala konsekuensinya.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hal-hal yang termuat dalam bab-bab terdahulu 
dalam skripsi ini yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang mencalonkan diri sebagai pejabat negara berdasarkan 
Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. 
Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang 
mencalonkan diri sebagai pejabat negara Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 
119 dan pasal 123 ayat (3) setelah di lakukan pengujian terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Mahkamah menilai demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang 
adil, maka pengunduran diri secara tertulis sebagai pegawai 
aparatur sipil negara harus dilakukan bukan sejak mendaftar 
sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai 
pegawai aparatur sipil negara dilakukan sejak ditetapkan sebagai 
calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati 
atau Wakil Walikota berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
99 
 
dengan Perkara No. 41/PUU-XII/2014, sedangkan pegawai 
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 
(1) pegawai aparatur sipil negara yang diangkat menjadi pejabat 
negara diberentikan sementara dari jabatannya dan tidak 
kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil.  
2. Implikasi Hukum Ketentuan Pengunduruan Diri Pegawai Aparatur 
Sipil Negara ketika mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara, 
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 119 dan 
Pasal 123 ayat (3),  Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak lagi harus 
mengundurkan diri selamanya tetapi hanya mengundurkan diri 
sementara pada saat mencalonkan diri sebagai pejabat negara 
karena sudah tidak memiliki lagi kekuatan hukum tetap. Kemudian 
Akibat Hukum Selama Pegawai Aparatur Sipil Negara 
mencalonkan diri Sebagai Pejabat Negara tidak bisa menggunakan 
fasilitas Instansi Pemerintahan dan hak nya masih sebagai 
Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi dengan Perkara No. 41/PUU-XII/2014, sedangkan Akibat 
Hukum Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pasal 123 ayat (2) 
yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak menjabat lagi 
sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 
ayat (1) diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri sipil. 
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B. Saran 
1. Sebaiknya Pengaturan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang 
mencalonkan diri sebagai pejabat negara Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 
119 dan pasal 123 ayat (3) setelah di lakukan pengujian terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Perkara No. 41/PUU-
XII/2014, Seharusnya Komisi Pemilihan Umum sebagai 
penyelenggara pemilihan umum dapat meminta segera SK 
Pengunduran diri dan SK Pemberentian Pegawai Negeri Sipil yang 
mencalonkan diri sebagai pejabat negara sejak ditetapkan sebagai 
calon pejabat negara oleh Komisi Pemilihan Umum. 
2. Sebaiknya Ketentuan Pengunduruan Diri Pegawai Aparatur Sipil 
Negara ketika mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara, tidak lagi 
melihat Pasal 119 dan Pasal 123 ayart (3) UU No.5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara melainkan harus berdasarkan pada 
putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara No. 41/PUU-
XII/2014 yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak lagi harus 
mengundurkan diri selamanya tetapi hanya mengundurkan diri 
sementara pada saat mencalonkan diri sebagai pejabat negara 
karena sudah tidak memiliki lagi kekuatan hukum tetap.  
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PUTUSAN 
Nomor 41/PUU-XII/2014 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 
1.  Nama : Dr. Rahman Hadi, MSi 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Ketua DPD RI 
 Alamat : Jalan Cikini VII Nomor 16 RT 004/001, 
Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. 
2.  Nama : Dr. Genius Umar, S.Sos; MSi 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Wakil Walikota Pariaman 
 Alamat : Jalan Masjid Al Akbar Nomor 5 RT/RW 
007/001, Kelurahan Munjul, Kecamatan 
Cipayung, Jakarta Timur. 
3.  Nama : Empi Muslion, A.P; S.Sos.,MT.,M.Sc 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Kepala Sub Bagian Operasional Kegiatan 
Sekretariat Wakil Ketua DPD RI 
 Alamat : Jalan Jati Bunder RT/RW 003/015, 
Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan 
Tanah Abang, Jakarta Pusat. 
4.  Nama : Rahmat Hollyson Maiza, M.AP 
 Warga Negara : Indonesia 
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 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Kasubbag TU Sekretaris Jenderal DPD RI 
 Alamat : Jalan Damai RT/RW 001/002 Kelurahan 
Petukangan Selatan, Kecamatan 
Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 
5.  Nama : Dr. Muhadam Labolo 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan : Dosen Tetap Pascasarjana IPDN Cilandak  
 Alamat : Kampus IIP RT/RW 003/006, Kelurahan 
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan. 
6.  Nama : Dr. Muhammad Mulyadi;  AP.,MSi 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Fungsional Peneliti Madya Gol. IV/B 
Dosen Pascasarjana Universitas 
Krisnadwipayana 
 Alamat : Jalan S. Citanduy IV/111 RT/RW 015/001, 
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan   
Cilincing, Jakarta Utara. 
7.  Nama : Sanherif S. Hutagaol, S.Sos., MSi 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Kasubag Operasional dan Kegiatan Set. 
Ketua DPD RI 
 Alamat : JalanHankam Nomor 4 RT/RW 009/002, 
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan 
8.  Nama : Dr. Sri Sundari, SH., MM. 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Kepala Bagian Sekretariat Waka I 
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 Alamat : Jalan Penggalang Raya Nomor 1, RT/RW 
007/003, Kelurahan Palmeriam, 
Kecamatan  Matraman, Jakarta Timur. 
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2014, memberi 
kuasa kepada: 1). Sunggul H. Sirait, S.H; 2). Freddy Alex Damanik, S.H; 3). 
Silas Dutu, M.H; 4). Sidik, S.H.I; semuanya adalah Advokat dan Konsultan 
Hukum pada kantor hukum Silas Dutu & F.Alex Damanik Law Office, yang 
beralamat di Graha Codefin (Ex Gedung Tira) 4th Floor Suite 4-D Jalan H.R 
Rasuna Said Kav.B-3, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi 
kuasa 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 
 
2.  DUDUK PERKARA 
[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan 
bertanggal 3 April 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya  disebut  Kepaniteraan  Mahkamah)  pada  tanggal 3 April 2014 dan 
telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan Nomor41/PUU-
XII/2014 pada tanggal 10 April 2014, yang telah diperbaiki dengan perbaikan 
permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2014 
yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 
I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 
1. Bahwa Perbaikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
permohonan para Pemohon sebelumnya tertanggal 3 April 2014; 
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai 
Pegawai Negeri sipil (Aparatur Sipil Negara) dan juga sebagai pembayar 
pajak (tax payer) 
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3. Bahwa PNS adalah profesi, karena UU ASN memang mengkonsepsi dan 
mendefinisikan bahwa PNS adalah profesi; 
4. Sebagaimana pengertian ASN yang termaktub dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwasanya ASN itu adalah sebuah 
profesi yang menyatakan bahwa, "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. 
5. PNS juga adalah pekerjaan, sebagaimana kita ketahui hampir seluruh 
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang diikat oleh Undang-
Undang seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor, 
Dokumen untuk menjadi nasabah Bank atau dokumen pengajuan kredit ke 
Bank, semuanya mencantumkan bahwa PNS adalah jenis pekerjaan. 
6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) 
Undang-Undang 5 Nomor Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara telah 
menyebabkan para Pemohon kehilangan hak asasinya sebagai warga 
negara, hanya karena mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki 
jabatan Negara yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum langsung 
sebagaimana diuraikan di bawah ini: 
Pasal 119 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, berbunyi, "Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan 
tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil 
gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan 
pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. 
Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014, berbunyi, 
"Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil 
walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS 
sejak mendaftar sebagai calon”. 
7. Bahwa para Pemohon adalah PNS yang golongan kepangkatan dan posisi 
jabatannya dalam PNS akan terus naik yang pada saatnya nanti akan 
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sampai pada posisi pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi 
pratama atau bahkan lebih. 
8. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan 
berlakunya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor  5 
Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut: dimana dasar pijakan 
kerugian konstitusional para Pemohon diatur dalam Pasal 51 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi 
menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, 
yaitu : (a) perorangan Warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat 
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 
dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga 
negara"; dan sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan 
berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak 
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, 
sebagai berikut: 
a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 
yangdiberikan oleh UUD 1945; 
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap 
telahdirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian; 
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat 
spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 
hakdan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang 
yangdimohonkan pengujian; dan 
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, 
makakerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan 
tidakakan atau tidak lagi terjadi. 
9. Bahwa hak konstitusional para Pemohon, berupa hak untuk dipilih dan hak 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan telah dibatasi, 
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 6 
dibedakan dan dikecualikan dari dan/atau dengan kelompok warga negara 
dan/atau profesi lainnya, dengan cara mewajibkan PNS (dengan demikian 
termasuk para Pemohon) untuk mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai 
calon kepala daerah dan anggota DPD. Padahal, pembatasan, pembedaan, 
dan pengecualian untuk mengundurkan diri tidak diberlakukan terhadap 
warga negara, lainnya. 
10. Bahwa pembatasan, pengecualian, dan pembedaan sebagaimana tersirat 
dalam pasal/ayat yang dimohonkan tersebut dapat dikualifikasi sebagai 
termasuk dalam bentuk-bentuk diskriminasi. 
Komentar umum (General Commment) Pasal 18 ICCPR mengenai 
nondiskriminasi, Pasal 7, menyebutkan, 
"istilah "diskriminasi" sebagaimana digunakan dalam Kovenan harus 
dipahami mencakup pembedaan, perkecualian, pembatasan atau preferensi 
apa punyang didasarkan pada alasan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asai usul 
kebangsaan atau sosial, kepemiiikan, status keiahiran atau lainnya, dan 
yang memiliki tujuan atau dampak mengurangi atau menghapuskan 
pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia semua hak 
asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang, atas dasar 
kesetaraan." 
Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat 
spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 
II. NORMA PASAL 119 DAN PASAL 123 AYAT (3) (disebut "Norma Objek 
Pengujian”/NOP) BERSIFAT DISKRIMINATIF 
11. Bahwa yang dimaksudkan dengan perlakuan yang diskriminatif dalam 
Permohonan ini adalah diskriminasi antar status warga Negara dalam 
profesi PNS jika mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat Negara 
diwajibkan mundur saat pendaftaran. 
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas 
dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 
ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat 
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pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan 
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam 
kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 
hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya [Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM]. 
Berikut beberapa bentuk diskriminasi kepada PNS: 
Diskriminasi PNS dalam hal pekerjaanberkaitan dengan mundurnya PNS 
dari jabatan negeri untuk mendapatkan jabatan negara, PNS sudah ada 
aturan yang mengaturnya yakni pasal Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
menyatakan, "Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi 
calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional 
Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia". Tetapi 
dalam Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terjadi 
ketidakadilan dan pembatasan hak warga negara yang mana PNS jika 
memasuki jabatan negara PNS diwajibkan mundur sejak mendaftar sebagai 
calon, padahal PNS merupakan profesi atau pekerjaan bagi warga negara 
yang merupakan hak asasi warga negara dalam bidang mendapatkan 
pekerjaan. 
Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, Pasal 38  mengatakan bahwa: 
(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan 
kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. 
(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya 
dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. 
(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang 
sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-
syarat perjanjian kerja yang sama. 
(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan 
yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah 
yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjarmin 
kelangsungan kehidupan keluarganya. 
 
 
 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 
 8 
Diskriminasi prosedur menjadi pejabat negara oleh PNS sendiri, 
Jika PNS yang menjadi pejabat negara sebagaimana Pasal 119 dan Pasal 
123 ayat (3) mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara tertulis 
sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, mengapa PNS yang menjadi 
Pejabat negara menurut Pasal 123 ayat (1) mereka tidak diwajibkan juga 
untuk mundur ? 
Jika alasannya karena prosedur menjadi pejabat negara pada Pasal 119 dan 
Pasal 123 ayat (3) tersebut dikarenakan oleh faktor sistem pemilihan, yakni 
pemilihannya oleh rakyat secara langsung lewat Pemilu, sedangkan jabatan 
negara pada Pasal 123 ayat (1) tidak melalui pemilihan langsung atau 
berupa proses pengangkatan. Bukankah menjadi pejabat negara Pasal 123 
ayat (1) tersebut prosedurnya juga adalah melalui sistem pemilihan ?seperti 
pemilihan hakim MK, KY, BPK, yakni dipilih oleh DPR, yang mana DPR 
adalah representasi partai politik. Kedua metode pemilihan ini sama sama 
diakui dalam sistem demokrasi. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya 
perlakuan yang tidak sama bagi PNS sendiri. 
Diskriminasi rekrutmen menjadi pejabat negara 
Jika rekrutmen untuk menjadi pejabat negara yang sebagaimana Pasal119 
dan Pasal 123 ayat (3) dikatakan ini domainnya partai politik karena alasan 
proses rekrutmennya  lewat pemilihan  oleh  rakyat,  karena  itu jabatan  
negara  inidilarang bagi PNS, dan konsekuensinya PNS wajib menyatakan 
mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai 
calon. Sedangkan jabatan negara sebagaimana Pasal 123 ayat (1) dianggap 
domainnya kalangan professional dan jabatan karier. Pertanyaannya 
mengapa rekrutmen menjadi pejabat negara menurut Pasal 123 ayat (1) 
juga ada berasal dari kalangan partai politik ?seperti untuk hakim konstitusi, 
hakim KY, BPK, yang mana ada unsur dari DPR-nya yang tidak lain adalah 
anggota dan atau pengurus partai politik. Mengapa kalangan partai politik 
bisa memasuki areal yang katakanlah ranahnya pejabat karier atau kalangan 
profesional?dan mengapa pula mereka bisa masuk ke jabatan negara yang 
rekrutmennya tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat lewat Pemilu? 
sehingga terjadi perlakuan yang tidak adil bagi PNS. 
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Jika alasan pejabat negara Pasal 123 ayat (3) adalah faktor rekrutmennya 
lewat partai politik, argumentasi ini juga tidak dapat diterima karena di alam 
demokrasi saat ini, bahwa saluran untuk memperebutkan jabatan negara 
untuk kepala daerah tidak hanya lewat partai politik, tetapi ada saluran jalur 
perseorangan, yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. Sebagaimana 
Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 59 ayat (1), Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
adalah; "a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik; b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah 
orang”. 
Begitupun untuk menjadi pejabat negara dibidang legislatif sebagai Dewan 
Perwakilan Daerah yang juga tidak melalui partai politik tetapi menekankan 
kapasitas dan kualitas individual secara perorangan.Tentu semakin 
mendiskriminasi dan melanggar hak asasi PNS sebagai warga negara yakni 
hak dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 
Diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama terhadap profesi PNS 
Jaminan konstitusional yang menjadi syarat untuk demokrasi yaitu adanya 
eligibilitas dan adanya hak untuk berkompetisi secara sehat merebut 
dukungan dan suara (Robert Dahl).Dalam negara nomokrasi, hukum hanya 
dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, sehingga keadilan mesti 
dipahami dalam pengertian kesamaan (Aristoteles). Perbedaan penting 
antara kesamaan numerik dan proporsional, kesamaan numerik 
mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, inilah yang dipahami 
mengenai kesamaan semua warga adalah sama di hadapan hukum, 
sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang yang menjadi 
haknya   sesuai   dengan   kemampuan,    prestasi,    dan   sebagainya.    
Carapandang seperti itulah yang disebut cara pandang prinsip keadilan 
dimaknai sebagai kebenaran (fairness). 
Ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 selain bertentangan dengan asas kepastian hukum, juga 
bertentangan dengan asas persamaan perlakuan (asas uniformitas). Asas 
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persaman perlakuan dengan asas kepastian hukum pada dasarnya 
merupakan asas-asas yang paling fundamental dan paling berakar dalam 
kesadaran hukum yang bersifat umum (Indroharto, 1994 : 163). Asas ini 
menghendaki bahwa agar kasus-kasus yang sama diperlakukan sama pula, 
sedangkan kasus yang tidak sama diperlakukan tidak sama sesuai dengan 
tingkat ketidaksamaannya. 
Dalam kasus PNS mereka wajib menyatakan mengundurkan diri secara 
tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon sangat jelas 
bertentangan dengan asas persamaan perlakuan, karena sekian pekerjaan 
atau profesi yang ada, hanya profesi PNS saja yang diwajibkan mundur, 
sedangkan profesi atau pekerjaan lainnya, tidak perlu mundur. 
Berkaitan dengan kesamaan untuk merebutkan jabatan negara di republik 
ini, jika yang diatur jabatan tentu pembandingnya yang setara adalah jabatan 
pula.Bagi PNS adalah jabatan negerinya dalam birokrasi, bagi anggota 
partai politik tentu jabatan organiknya dipartai politiknya. 
Dalam hal menjunjung tinggi kesamaan dan keadilan, jika PNS diminta 
mundur dari jabatan negerinya, maka wajib pula bagi anggota atau pengurus 
partai politik untuk mundur dari jabatan organiknya dalam partai politiknya. 
Tetapi mengapa UU ASN yang mengatur untuk memperoleh jabatan negara, 
yang mana jabatan negara adalah jabatan publik yang terbuka untuk umum 
dan untuk memperolehnya berdasarkan asas fair, equality, dan freedom, 
mengapa PNS diwajibkan mundur dari profesi atau pekerjaan PNSnya ? 
padahal untuk jabatan negerinya oleh Undang-Undang yang ada mereka 
sudah diwajibkan mundur dari jabatan negerinya sejak pencalonan. 
Mengapa oleh UU ASN justru diperberat lagi dengan memasung hak asasi 
PNS dengan mewajibkan PNS mundur dari profesinya ? 
Namun ketentuan ini tidak berlaku sedikitpun bagi anggota partai politik. 
Untuk keadilan dan persamaan hukum, jika PNS diwajibkan mundur dari 
jabatan dan profesinya, anggota partai politik tentu juga harus mundur dari 
jabatan organiknya di partai politik dan mundur juga dari keanggotaan partai 
politiknya yang tidak bisa dimasukinya kembali sejak mendaftar sebagai 
calon pejabat negara sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 123 ayat (3) 
dimaksud. 
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Dalam tataran kesetaraan saja sudah terjadi diskriminasi, ini malah bukan 
diskriminasi lagi tetapi sudah pengamputasian hak warga negara, sangat 
ironis, bukan hanya jabatan negeri PNS yang harus mundur, tetapi justru 
hak pekerjaan warga negara sebagai PNS yang dilindungi oleh UUD 1945 
yang harus dipaksa untuk diberhentikan. Ini adalah bentuk penzaliman yang 
luar biasa yang disematkan untuk PNS. 
12. Bahwa pembatasan seperti ini dapat dikualifikasi sebagai tindakan 
diskriminasi. 
Pasal   1   ayat (3)  Undang-Undang  Nomor 39 Tahun   1999 tentang  
HAM, menyebutkan: 
"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas 
dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosiai, status 
ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat 
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan 
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam 
kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi. 
hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”. 
13. Bahwa demikian juga profesi lainnya, misalnya advokat, notaris, akuntan, 
dan Iain-lain sewaktu diusulkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; 
ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil 
ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil 
gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota tidak mundur dari 
profesinya sejak mendaftar untuk posisi-posisi yang pengisiannya melalui 
mekanisme pemilihan umum sebagaimana dimaksud diatas. 
14. Bahwa pengisian jabatan politik melalui mekanisme Pemilu merupakan hak 
politik dan hak konstitusional dari setiap warga negara termasuk para 
Pemohon. Pada hakekatnya hak-hak tersebut adalah hak setiap warga 
negara karena setiap warga negara juga berhak atas pengembangan diri, 
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat, apalagi setiap warga 
negara tersebut adalah sesama warga negara yang membayar pajak (tax 
payer); 
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15. Bahwa norma tersebut tidak berlaku untuk jabatan pejabat negara lainnya 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyebutkan: 
"Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan 
anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua dan anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;ketua 
dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan 
setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri 
yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh 
diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehiiangan status 
sebagai PNS". 
Seharusnya tidak ada perlakuan yang berbeda untuk para PNS yang akan 
menjadi pejabat negara, jika dimaknai harus mengundurkan diri tersebut 
karena alasan netralitas dan profesionalisme, yaitu PNS tidak bisa terlibat 
politik praktis, maka alasan tersebut sangat tidak berdasar, disamping 
karena tidak diberlakukan terhadap semua jabatan pejabat negara. 
16. Bahwa dengan adanya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor  5 Tahun 2004, yang mewajibkan para Pemohon untuk menyatakan 
mengundurkan diri sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon 
sebagaimana dimaksud dalam kedua Pasal tersebut, dalam prakteknya 
telah melanggar atau setidak-tidaknya berpotensi melanggar hak 
konstitusional para Pemohon. 
17. Bahwa para Pemohon, sebagaimana warga negara Indonesia pada 
umumnya, berhak atas persamaan didepan hukum, termasuk persamaan 
didepan hukum (rezim) Pemilu. Sehingga para Pemohon dan PNS/ASN 
lainnya berhak untuk memilih dan dipilih serta berhak untuk memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
a) Diskriminasi PNS dibandingkan dengan Gubernur/Wabup, 
Bupati/Wabup, dan walikota/wakil walikota dalam pengisian jabatan 
politik melalui mekanisme Pemilu maupun proses pemilihan secara politik 
di DPR. 
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b) Diskriminasi PNS dibandingkan dengan profesi DPR, DPD, dan DPRD 
dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme pemilu maupun 
proses pemilihan secara politik di DPR. 
c) Diskriminasi PNS dibandingkan dengan profesi lain seperti advokat, 
pengacara dan lain-lain dalam pengisian jabatan politik melalui 
mekanisme pemilu maupun proses pemilihan secara politik di DPR. 
Pada poin kedua, jika PNS akan mencalonkan diri menjadi ketua, wakil 
ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua dan anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua dan anggota Komisi 
Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri 
dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di 
Luar Negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan 
berkuasa penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak 
kehilangan status sebagai PNS. 
Dari uraian tersebut, maka jelas perbedaan rumpun jabatan negara antara 
selected dan election. Namun, bila diperhatikan pengisian jabatan negara 
pada Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, KPK jelas ada kooptasi 
partai politik yang ikut dalam mengisi jumlah keanggotaan dalam pengisian 
jabatan tersebut (sebutkan Undang-Undang yang mengatur tentang 
pengisian jabatan di lembaga tersebut)...artinya meskipun pengisian jabatan 
yang selected tersebut lepas dari intervensi politik yang berbeda dengan 
pengisian posisi pejabat negara untuk Presiden, KDH...tapi sebenarnya 
intervensi politik juga masih kental dalam pengisian personil jabatan negara 
tersebut. 
Hal ini juga menimbulkan diskriminasi bagi PNS, karena seharusnya 
intervensi politik terjadi apabila pengisian jabatan Presiden dan 
KDH...melalui election seharusnya menggunakan kendaraan partai politik. 
Namun, nyata-nyatanya dalam pengisian selectedpada jabatan 
MK,BPK,KY,KPK, jelas masih menggunakan afiliasi Parpol. 
18. Bahwa para Pemohon adalah PNS yang menjabat atau setidak-
tidaknyaberpeluang menjadi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat 
pimpinan tinggipratama, dengan diwajibkannya para Pemohon untuk 
menyatakanmengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar 
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sebagai calon,dengan demikian mengurangi hak konstitusional para 
Pemohon sebagai warga negara, dalam hal ini: 
Hak atas profesi dan pekerjaan para Pemohon untuk tidak kehilangan 
status dan pekerjaan sebagai PNS pasca pencalonan, baik ketika para 
Pemohon dan PNS lainnya kalah dalam kontestasi Pemilu maupun pasca 
para Pemohon menyelesaikan tugas dan/atau pekerjaan sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; 
gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil 
walikota, norma tersebut telah melanggar hak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum (right of legal certainly and equal treatment or non 
discriminative treatment) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat 
(3) UUD 1945; 
19. Bahwa NOP sangat jelas bertentangan dengan hak bersamaan 
kedudukandalam hukum dan pemerintahan, normaa quo juga sangat 
diskriminasi. Sebabnormaa quo hanya ditujukan kepada PNS yang 
menjabat sebagai pejabatpimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi 
pratama yang akanmencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, 
bupati/walikota danwakil bupati/walikota. Norma a quo tidak berlaku untuk 
PNS yang menjabatsebagai pejabat lainnya, seharusnya norma ini tidak 
perlu ada, karena tidakmemberikan perlakuan yang adil bagi para Pemohon 
yang pada saat ini banyakmenduduki jabatan-jabatan di lembaganya, dan 
berpotensi menduduki jabatanpimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan 
tinggi pratama; 
20. Bahwa norma a quo juga sangat tidak adil dan diskriminatif karena tidak 
diberlakukan untuk seluruh pejabat negara, tetapi hanya untuk menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil 
walikota. 
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III. TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA 
12. Konsepsi netralitas adalah norma yang berlaku bagi profesi PNS tersebut 
saat dia menjalankan profesinya, unsur netralitas sangat berpengaruh 
dengan adanya jabatan yang melekat dan fasilitas yang dimiliki. Sejak masa 
reformasi PNS sudah lama netral, mereka telah diikat dengan berbagai 
macam aturan dan norma tentang netralitas. 
13. Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor  43 Tahun 1999 tentang 
Kepegawaian Negara diatur secara tegas mengenai netralitas dalam 
pemerintahan yaitu: 
a) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
profesional, Jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas 
negara, pemerintahan dan pembangunan; 
b) Dalam kedudukan dan tugas tersebut, pegawai negeri harus netral dari 
pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 
c) Untuk menjamin netralitas, pegawai negeri dilarang menjadi anggota 
dan/atau pengurus partai politik. Apabila melanggar ketentuan peraturan 
perundangan maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian 
sebagai PNS [Pasal 3 ayat (3) dan Penjelasan Umum angka 6 Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999]. 
14. Begitu juga aturan netralitas yang mengatur mundurnya PNS dari jabatan 
negeriuntuk mendapatkan jabatan negara, yakni dalam Pasal 59 ayat (5) 
huruf gUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
yangmenyatakan, "Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri 
bagicalon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara 
NasionalIndonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia". 
15.  Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil 
dalamPemilihan Kepala Daerah mengatur sebagai berikut: Bagi PNS yang 
menjadicalon kepala atau wakil kepala daerah: 
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− wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri 
pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan 
langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
− dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah; 
− dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; 
− dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam 
kampanye. 
16. Ini ranahnya bukan lagi soal jabatan apakah jabatan negeri, jabatan organik 
atau jabatan negara, tetapi soal hak asasi warga negara yang dalam hal ini 
hak asasi PNS yang diamputasi yaitu hak asasi dalam bidang mendapatkan 
pekerjaan (yakni pekerjaan PNS itu yang sudah mereka pilih) (melanggar 
Pasal 27 UUD 1945) dan hak asasi PNS dalam mewujudkan diri dalam 
memperjuangkan hak secara kolektif (Pasal 28 UUD 1945). 
17. Bahwa dengan diwajibkannya PNS untuk menyatakan mengundurkan diri 
sejak mendaftar pada jabatan-jabatan, khususnya yang memperbolehkan 
calon perseorangan, maka terhadap PNS termasuk para Pemohon, 
diberikan kesempatan dan perlakuan yang berbeda dengan warga negara 
Indonesia yang lainnya. Disinilah para Pemohon merasa berkepentingan 
untuk menguji pasal-pasal yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. 
18. Bahwa masalah netralitas, dikhawatirkannya PNS yang mencalonkan diri, 
khususnya dalam permohonan ini sebagai kepala daerah akan berdampak 
pada netralitas PNS, maka seharusnya dicarikan solusi yang terbaik bagi 
semua pihak, yakni baik bagi PNS yang mencalonkan diri tersebut, dan baik 
bagi masyarakat. Namun, pasal dan/atau ayat yang dimohonkan tidak 
mencerminkan solusi itu, melainkan melahirkan masalah baru dengan 
melabrak hak-hak konstitusional PNS untuk mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah dari jalur perseorangan, terlebih lagi sebagai calon anggota 
DPD yang memang hanya dari calon perseorangan, dengan cara 
mewajibkan calon dari PNS untuk mengundurkan diri dari PNS pada saat 
pendaftaran calon. Padahal, masalah netralitas ini telah terbantahkan 
karena calon kepala daerah dari jalur perseorangan jelas-jelas independen 
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dan tidak bersifat partisan, terlebih lagi calon anggota DPD yang tidak ada 
kaitannya dengan partai politik. 
19. Bahwa jika dikaitkan profesi PNS yang harus netral, ini memang harus 
selayaknya seperti itu, cuma netralitas PNS tidak ada titik singgungnya 
denganhak warga negara utk memajukan dirinya. Konsepsi netralitas 
adalah norma yang berlaku bagi profesi PNS tersebut saat dia menjalankan 
profesinya, unsur netralitas sangat berpengaruh dengan adanya jabatan 
yang melekat, fasilitas yang dimiliki, makanya unsur ini harus dicopot tetapi 
bukan status pekerjaannya yang harus dimusnahkan. 
20. Bahwa tujuan Undang-Undang menurut Jeremy Bentham adalah 
memberikan kebahagiaan bagi setiap orang. Justru di sinilah ironisnya, 
bahwa seseorang yang berprofesi sebagai PNS yang ingin memperoleh 
jabatan sebagai pejabat negara harus merelakan hak pekerjaannya sebagai 
PNS untuk diberhentikan yang tidak bisa ditarik dan dimasukinya kembali 
jika usianya melebihi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, 
sementara ia belum tentu memperoleh jabatan yang ia inginkan. Padahal 
jabatan itu merupakan jabatan publik yang terbuka untuk umum yang harus 
dapat diperoleh berdasarkan asas fair, equality, dan freedom. Persyaratan 
Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang a quo merupakan 
tekanan bagi PNS untuk tidak mencalonkan diri sebagai pejabat negara 
yang disebutkan pada pasal a quo. 
21. Izinkan para Pemohon mengutip pandangannya Hakim Mahkamah 
Konstitusi Achmad Sodiki dalam dissenting opinionnya terhadap putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010. Beliau mengatakan 
"Padahal dari sisi profesionalitas, belum tentu PNS kalah untuk mengatasi 
persoalan yang terjadi di pemerintahan di daerah dibandingkan dengan 
calon yang bukan PNS”. 
Ini menunjukkan secara kompetensi PNS adalah salah satu profesi elemen 
anak bangsa yang patut diapresiasi dan diberikan kesempatan untuk 
mengatasi persoalan yang terjadi di pemerintahan baik di pusat maupun di 
daerah. 
Disatu sisi jika negara memberhentikan PNS tersebut, yang tentunya PNS 
yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara 
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sebagaimana yang disebutkan dalam pasal a quo adalah PNS yang 
memiliki kualitas, kompetensi dan pengalaman yang cukup banyak 
dipemerintahan, hal ini akan merugikan negara sendiri karena PNS adalah 
investasi SDM negara yang sangat besar. Dalam proses pembinaan dan 
peningkatan kualitas dan kapasitas SDM PNS memerlukan berbagai jenis 
pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya yang telah 
memakan biaya negara yang cukup besar, haruskah negara hanya karena 
panggilan jiwa PNS yang ingin membangun negerinya, negara harus 
mengorbankan begitu besar investasi yang telah dikeluarkan untuk 
peningkatan SDM anak bangsanya ? 
22. Dalam aspek formil pembuatan RUU tentang ASN, setelah para Pemohon 
baca dan pelajari secara teliti risalahnya yang sekarang para Pemohon  
bawa baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopynya. Ternyata dalam 
perdebatan dan perumusan untuk pengaturan bahwa PNS jika 
mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pejabat negara mereka wajib 
menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak 
mendaftar sebagai calon, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Pasal 
119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Didalam 
risalah dan perdebatan para pembuat Undang Undang ASN ini tidak terlihat 
sedikit pun adanya konsepsi filosofi dasar, argumentasi teoritis maupun 
aspek juridis yang menjadi argumentasi ilmiah yang bisa 
dipertanggungjawabkan bagi warga negara terutama bagi profesi PNS yang 
profesinya harus diamputasi, padahal nyata-nyata profesi dan pekerjaanya 
dilindungi oleh negara Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. 
23. Begitu juga halnya dalam dalam naskah akademik tidak ditemukan satu 
kalimatpun yang mencantumkan pokok pokok bahasan teoritik dan 
argumentasi ilmiah tentang hal yang menjadi landasan pijak bahwa 
Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara 
sebagaimana pasal a quo mereka wajib menyatakan mengundurkan diri 
secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. 
24. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa dalam penyusunan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini faktor politis lebih kuat 
ketimbang faktor akademik ilmiah dan faktor tujuan utama dalam 
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pembuatan Undang-Undang sebagaimana yang dikatakan oleh Jeremy 
Bentham bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang adalah memberikan 
kebahagiaan bagi setiap orang. 
25. Bahwa Undang-Undang ini semakin menekan keberadaan profesi PNS juga 
terkonfirmasi dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dalam berita harian Indopos 6 Mei 2014 yang menyatakan "bahwa 
keputusan itu atas permintaan DPR untuk meningkatkan profesionalisme 
PNS" berarti pasal ini menyiratkan adanya sesuatu yang belum beres 
antara DPR dan pemerintah, secara tidak langsung menyiratkan pula 
bahwa UU ini disyahkan secara terburu-buru dan sarat dengan muatan 
yang tidak fairness. 
IV. PETITUM 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir 
dengan ini para Pemohon memohon Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat 
agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor  5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), 
Pasal 28I ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945; 
3. Menyatakan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor  5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam 
Lembara Negara Republik Indonesia. 
Apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, 
maka kami memohonkan agar perkara aquo dapat diputuskan seadil-adilnya 
(ex aequo et bono). 
[2.2]   Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon 
mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-
8Csebagai berikut: 
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1.   Bukti P-1a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dr. Rahman Hadi, 
M.Si; 
2.  Bukti P-1b : Fotokopi daftar riwayat hidup atas nama Dr. Rahman Hadi, M.Si; 
3.  Bukti P-1c : Fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Daerah Nomor 367 Tahun 2010 tentang Alih Tugas 
Pejabat Eselon IIIa dan Eselon IVa di Lingkungan Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; 
4.  Bukti P-2a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dr. Genius Umar, 
S.Sos., M.Si; 
5.  Bukti P-2b : Fotokopi curriculum vitae atas nama Dr. Genius Umar, S.Sos., 
M.Si; 
6.  Bukti P-2c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Daerah Nomor 538 Tahun 2011; 
7.  Bukti P-3a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Empi Muslion, AP., 
S.Sos., MT., MSC; 
8.  Bukti P-3b : Fotokopi biodata atas nama Empi Muslion, A.P.S., S.Sos., MT., 
M.Sc; 
9.  Bukti P-3c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Daerah Nomor 328C Tahun 2010 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil; 
10.Bukti P-4a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Rahmat Hollyson 
Maiza, MAP; 
11.Bukti P-4b : Fotokopi biodata atas nama Dr. Drs. Rahmat Hollyson Maiza, 
M.AP; 
12.Bukti P-4c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Daerah Nomor 386 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil; 
13.Bukti P-5a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Muhadam Labolo; 
14.Bukti P-5b : Fotokopi biodata atas nama Dr. Muhadam Labolo; 
15.Bukti P-5c : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
811.212.9-29 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional 
Dosen; 
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16.Bukti P-6a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dr. Mohammad 
Mulyadi AP., M.SI; 
17.Bukti P-6b : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Mohammad Mulyadi; 
18.Bukti P-6c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Nomor 1280/SEKJEN/2013 tentang Pengangkatan Dalam 
Jabatan Fungsional Peneliti Madya Gol.IV/B atas nama Dr. 
Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., NIP.19760313 199412 1 002, 
Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/A; 
19.Bukti P-7a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sanherif S Hutagaol, 
S.Sos., M.Si; 
20.Bukti P-7b : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Sanherif S Hutagaol, 
S.Sos., M.Si; 
21.Bukti P-7c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 160C 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 
22.Bukti P-8a : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Dr. Sri Sundari, S.H., 
M.M; 
23.Bukti P-8b : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas namaDr. Sri Sundari, S.H., 
M.M; 
24.Bukti P-8c : Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Daerah Nomor 591 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil. 
[2.3]  Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, 
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, 
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 
adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU ASN) yang masing-masing 
menyatakan: 
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Pasal 119, “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama 
yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, 
dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis 
dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. 
Pasal 123 ayat (3), “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau 
dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil 
walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak 
mendaftar sebagai calon”. 
terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) 
dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang 
menyatakan: 
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya; 
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan 
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan; 
Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2)  
(1)  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan 
hati nurani, hak beragama, hak  untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun. 
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(2)  Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 
dasarapa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifatdiskriminatif itu; 
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan  a quo; 
b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; 
 Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai 
berikut: 
Kewenangan Mahkamah 
[3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, 
”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, Pasal 10 
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya 
disebut UU MK) menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945”, danPasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) 
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;   
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[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji 
konstitusionalitasPasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN terhadap Pasal 27 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta 
Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan 
Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo; 
Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 
penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya 
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: 
a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) 
warga negara Indonesia; 
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam Undang-Undang; 
c. badan hukum publik atau privat; atau 
d. lembaga negara; 
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 
1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 
a.  kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
(1) UU MK; 
b.  kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 
1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian; 
[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah 
sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan 
Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan 
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selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, 
yaitu: 
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 
UUD 1945; 
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat 
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang 
yang dimohonkan pengujian; 
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka 
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak 
akan atau tidak lagi terjadi; 
[3.7]   Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada 
paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan 
mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon  dalam permohonan  
a quo sebagai berikut: 
             Bahwa para Pemohon mendalilkan perseorangan warga negara Indonesia 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)  merasa dirugikan dengan pasal a quo karena 
hak untuk dipilih dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan telah dibatasi, dibedakan dan dikecualikan dari dan/atau dengan 
kelompok warga negara dan/atau profesi lainnya, dengan cara mewajibkan PNS 
untuk mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah dan 
anggota DPD. Padahal, pembatasan, pembedaan, dan pengecualian untuk 
mengundurkan diri tidak diberlakukan terhadap warga negara lainnya. 
Pembatasan, pengecualian, dan pembedaan sebagaimana dalam pasal a quo 
dapat dikualifikasi sebagai bentuk diskriminasi; 
Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, 
menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara 
kerugian para Pemohon tersebut yang bersifat aktual, potensial, dan menurut 
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penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang adanya kemungkinan 
dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional para Pemohon 
tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana quo; 
[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan  para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah 
mempertimbangkan pokok permohonan; 
Pokok Permohonan  
[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian 
konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN terhadap UUD 1945, 
dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Pasal 123 ayat (3) UU ASN terjadi ketidakadilan dan pembatasan hak warga 
negara yang mana PNS jika memasuki jabatan negara, PNS diwajibkan mundur 
sejak mendaftar sebagai calon, padahal PNS merupakan profesi atau pekerjaan 
bagi warga negara yang merupakan hak asasi warga negara dalam bidang 
mendapatkan pekerjaan; 
2. Pasal 119 UU ASN yang mewajibkan PNS untuk mengundurkan diri secara 
tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil 
gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota dan Pasal 123 ayat 
(3) UU ASN yang mewajibkan PNS untuk mengundurkan diri secara tertulis 
sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon Presiden dan Wakil 
Presiden;ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, 
wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil 
gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota sangat jelas 
bertentangan dengan asas persamaan perlakuan, karena dari sekian pekerjaan 
atau profesi yang ada, hanya profesi PNS saja yang diwajibkan mundur, 
sedangkan profesi atau pekerjaan lainnya, tidak perlu mundur; 
3. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN sangat bertentangan dengan hak 
kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan sangat 
diskriminasi. Sebab pasal a quo hanya ditujukan kepada PNS yang menjabat 
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sebagai pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama yang 
akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota 
dan wakil bupati/wakil walikota. Pasal a quo tidak berlaku untuk PNS yang 
menjabat sebagai pejabat lainnya, seharusnya pasal a quo tidak perlu ada 
karena tidak memberikan perlakuan yang adil bagi para Pemohon yang pada 
saat ini banyak menduduki jabatan-jabatan di lembaganya, dan berpotensi 
menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; 
Pendapat Mahkamah 
[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 
Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah 
Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan 
dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” 
dalam melakukan pengujian atas Undang-Undang.  Dengan kata lain, Mahkamah 
dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang 
berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena 
permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah memutus 
perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan/atau Presiden; 
[3.11]  Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan 
para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon, sebagaimana termuat pada 
bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 
[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo 
mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 
ASN karena pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai 
calon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), 
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan 
alasan adanya diskriminasi antarstatus warga negara dalam profesi PNS jika 
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mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat negara diwajibkan mengundurkan 
diri sejak mendaftarkan sebagai calon; 
[3.13]     Menimbang bahwa terkait dengan dalil permohonan a quo, sepanjang 
menyangkut syarat pengunduran diri PNS ketika hendak mencalonkan diri untuk 
menduduki jabatan politik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (elected 
officials), Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam 
Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 Mei 2012, yang kemudian dirujuk 
kembali dalam Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013, bertangggal 9 April 2013. Dalam 
kedua putusan tersebut Mahkamah antara lain menyatakan: 
“...Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah 
mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi 
pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon 
dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan 
umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang 
dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-
haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang 
berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan 
diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena 
tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai 
konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan 
jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi 
peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut 
Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan 
dipergunakan dalam perkara a quo maka kewajiban mengundurkan diri 
menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD 
tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;” 
 Bahwa permohonan a quo, secara substansial, adalah pengujian 
konstitusionalitas norma Undang-Undang yang berkenaan dengan jabatan publik 
atau jabatan politik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan 
(elected officials). Oleh karena jabatan anggota DPD adalah jabatan yang dipilih 
melalui pemilihan maka pertimbangan hukum putusan Mahkamah di atas juga 
berlaku terhadap permohonan a quo. 
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 Namun demikian, selain uraian sebagaimana ditegaskan dalam 
pertimbangan putusan Mahkamah di atas, Mahkamah memandang penting untuk 
menambahkan bahwa kedudukan dan peranan PNS penting serta  menentukan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peranan itu menjamin 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang bergantung pada kompetensi 
PNS yang secara karier diangkat berdasarkan kecakapan tertentu dan secara 
terus menerus memperoleh pembinaan, pendidikan, jenjang kepangkatan secara 
teratur dan terukur, termasuk pendidikan kedinasan untuk mencapai jenjang 
kepangkatan dan karier tertentu, yang pada pokoknya, seorang PNS dan/atau 
pegawai ASN yang memenuhi syarat menjadi calon pejabat dalam jabatan tertentu 
sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal yang diuji para Pemohon adalah 
subjek pegawai ASN yang telah melalui jenjang karier, kepangkatan, promosi, 
mutasi, penilaian kinerja, disiplin, kompetensi, dan telah teruji dan berpengalaman 
mampu melaksanakan tugas pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan atas 
barang, jasa, dan administratif; 
 Sementara itu, berkenaan dengan syarat pengunduran bagi anggota TNI 
dan anggota Polri yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan politik atau 
jabatan publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, 
Mahkamah pun telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana termuat dalam 
Putusan Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. Dalam 
pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan: 
“Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri” dalam 
Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan 
persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun anggota Polri yang 
akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada dalam menjaga 
profesionalitas dan netralitas TNI dan Polri. Dalam rangka mewujudkan 
penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pemilukada yang demokratis, jujur, 
dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, 
anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan 
jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai 
akibat jabatan yang disandangnya pada saat Pemilukada berlangsung... “ 
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[3.14]    Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana termuat 
dalam dua putusan Mahkamah di atas, telah nyata bahwa ketentuan Undang-
Undang yang mensyaratkan pengunduran diri PNS maupun anggota TNI dan 
anggota Polri jika yang bersangkutan hendak mencalonkan diri untuk menduduki 
jabatan politik atau jabatan publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui 
pemilihan, termasuk dalam hal ini pencalonan menjadi kepala daerah atau wakil 
kepala daerah, menurut Mahkamah, tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.  
[3.15] Menimbang bahwa UU ASN juga memuat ketentuan tentang 
pemberhentian sementara pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat 
negara yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil 
ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota 
Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri 
dan jabatan setingkat menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar 
Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar  Biasa dan Berkuasa Penuh. 
Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa PNS yang diangkat 
menjadi pejabat negara sebagaimana disebutkan di atas diberhentikan sementara 
dari jabatannya selama yang bersangkutan masih menjabat jabatan tersebut di 
atas sehingga tidak kehilangan status sebagai PNS. Ketentuan ini adalah berlaku 
bagi jabatan yang tergolong ke dalam appointed officials bukan elected officials, 
sehingga tidak serta-merta dapat disamakan dengan PNS yang hendak 
mencalonkan diri menduduki jabatan yang tergolong elected officials, 
sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Pembedaan demikian bukanlah suatu 
bentuk diskriminasi karena karakter kedua jabatan tersebut memang berbeda 
sehingga mempersyaratkan perlakuan yang berbeda pula. 
[3.16] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat bahwa syarat 
pengunduran diri PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang 
mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan tidak bertentangan dengan 
UUD 1945, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut 
aspek kepastian hukum dan keadilan berkenaan dengan pertanyaan “kapan” 
pengunduran diri tersebut harus dilakukan. Hal ini berkait dengan ketentuan yang 
termuat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN.  
 
 
 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 
 31 
Pasal 119 UU ASN menyatakan, “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat 
pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil 
gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan 
pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. 
Pasal 123 ayat (3) UU ASN menyatakan, “Pegawai ASN dari PNS yang 
mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, 
wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan 
anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota 
dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara 
tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”. 
 Pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam 
hubungan ini adalah apakah adil dan sekaligus memberi kepastian hukum apabila 
seorang PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang 
mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan harus menyatakan 
pengunduran dirinya secara tertulis sebagai PNS sejak saat ia mendaftar sebagai 
calon? Pertanyaan demikian menjadi penting untuk dipertimbangkan sebab istilah 
“mendaftar” hanyalah merupakan tahap awal sebelum seseorang dinyatakan 
secara resmi atau sah sebagai calon peserta pemilihan setelah dilakukan verifikasi 
oleh penyelenggara pemilihan.  
 Dengan demikian, dalam konteks permohonan a quo, apabila syarat 
pengunduran diri PNS tersebut dimaknai seperti yang tertulis dalam ketentuan UU 
ASN di atas maka seorang PNS akan segera kehilangan statusnya sebagai PNS 
begitu ia mendaftar sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya 
dilakukan melalui pemilihan. Pemaknaan atau penafsiran demikian memang telah 
memberi kepastian hukum namun mengabaikan aspek keadilan. Dengan kata lain, 
pemaknaan demikian hanyalah memenuhi sebagian dari jaminan hak 
konstitusional yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hanya 
aspek kepastian hukumnya. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tegas 
menyatakan bahwa hak dimaksud bukanlah sekadar hak atas kepastian hukum 
melainkan hak atas kepastian hukum yang adil.  
 Dikatakan mengabaikan aspek keadilan, sebab terdapat ketentuan 
Undang-Undang yang mengatur substansi serupa namun memuat persyaratan 
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atau perlakuan yang tidak setara meskipun hal itu diatur dalam Undang-Undang 
yang berbeda, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya 
disebut UU 8/2015). Dalam UU 8/2015 juga terdapat ketentuan yang 
mempersyaratkan PNS mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon kepala 
daerah atau wakil kepala daerah, sementara bagi anggota DPR, anggota DPD, 
dan anggota DPRD hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya 
jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hal 
itu diatur dalam Pasal 7 huruf s dan huruf t UU 8/2015. 
 Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan publik atau 
jabatan politik yang mekanisme pengisiannya juga dilakukan melalui pemilihan. 
Oleh karena itu syarat pengunduran diri bagi PNS yang hendak mencalonkan diri 
menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah tidaklah bertentangan dengan 
UUD 1945, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah 
yang telah dijelaskan dalam paragraf [3.13] di atas. Namun, yang menjadi 
pertanyaan adalah mengapa syarat yang sama tidak berlaku bagi anggota DPR, 
anggota DPD, dan anggota DPRD? Oleh karena itu, agar proporsional dan demi 
memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil, baik PNS maupun anggota DPR, 
anggota DPD, dan anggota DPRD haruslah sama-sama dipersyaratkan 
mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri guna menduduki jabatan 
publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan 
(elected officials). Namun, demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil 
pula, pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat mendaftar melainkan 
pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh 
penyelenggara pemilihan dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan 
bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan 
sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya 
dilakukan melalui pemilihan itu maka yang bersangkutan membuat surat 
pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat 
mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon. 
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[3.17] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para 
Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN 
beralasan menurut hukum untuk sebagian. 
4. KONKLUSI 
 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 
atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1]  Mahkamah berwenang mengadili  permohonan a quo; 
[4.2]  Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 
mengajukan permohonan a quo; 
[4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk 
sebagian. 
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076). 
5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili, 
Menyatakan: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: 
1.1 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
 
 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 
 34 
Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai,“pengunduran 
diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar 
sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS 
dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 
1.2 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai, “pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan 
bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara 
tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil 
Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
Sebagaimana mestinya. 
 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, 
Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, 
Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing 
sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu 
lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima 
belas, selesai diucapkan pada pukul 10.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, 
yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin 
Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, 
Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan 
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didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh 
para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan 
Rakyat atau yang mewakili. 
KETUA, 
ttd. 
Arief Hidayat 
ANGGOTA-ANGGOTA, 
ttd. 
Anwar Usman 
ttd. 
Wahiduddin Adams 
ttd. 
I Dewa Gede Palguna 
ttd. 
Maria Farida Indrati 
ttd. 
Aswanto  
ttd. 
Patrialis Akbar 
ttd. 
Suhartoyo 
ttd. 
Manahan M.P Sitompul 
PANITERA PENGGANTI, 
ttd. 
Ida Ria Tambunan 
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